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 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
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TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah, perlu menetapkan  Kebijakan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

- Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; '

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam " Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001
tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur;

‘Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang
Transport Dinas Kegiatan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTAN G PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINS] DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.




KESATU

KEDUA

‘KETIGA

Tembusan :

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan
Lampiran VIII Keputusan Gubernur ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

. /Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
2 vkER s BUKOTA JAKARTA,

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta




Lampiran1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 259 TAHUN 2017
Tanggal 8 Februari 2017

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan
asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu
pengawasan serta pengendalian yang baik.

Pengawasan dan pengendalian tidak akan berjalan dengan baik
apabila dalam penyusunan perencanaan pengawasan tidak dilakukan
dengan baik dan optimal pula. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai
pedoman untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017
adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan -

2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang bersinergi.

Sasaran dalam Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

2. Meningkatkah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan pada Program Kerja Pengawasan
Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan kepada perangkat daerah atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah; ,

Pengawasan keuangan dan kinerja; _

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
Kegiatan reviu;

Kegiatan evaluasi; dan

O v r N

Kegiatan pengawasan lainnya.




II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. PERENCANAAN

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Tahun 2017 didasarkan beberapa hasil analisis risiko dan
pada saat pelaksanaan pengawasan dengan mekanisme penugasan
sesuai dengan standar operasional prosedur.

1. PERENCANAAN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO

Penyusunan Program ° Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017
berdasarkan hasil analisis risiko sehingga tujuan dari pengawasan
akan tercapai secara efektif dan efisien. Analisis risiko tersebut
adalah sebagai berikut :

a) Perubahan Perangkat Daerah

Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mempengaruhi perubahan organisasi
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah
tersebut maka terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dimaksud, mengakibatkan
perubahan jumlah dan struktur perangkat daerah, sehingga
menjadi pertimbangan dalam merencanakan program Kerja
pengawasan tahun 2017. _
Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI J akarta
tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Biro Hukum;
2) Biro Tata Pemerintahan;
3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
4) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
S) Biro Perekonomian; -
6) Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
7) Biro Umum;
8) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
9) Biro Kesejahteraan Sosial;
10) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,
11) Sekretariat DPRD;
12) Inspektorat;
13) Dinas Pendidikan;
14) Dinas Kesehatan;
15) Dinas Bina Marga;
16) Dinas Sumber Daya Air;
17) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
18) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19) Satuan Polisi Pamong Praja;
20) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
21) Dinas Sosial;
22) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk; ‘
24) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian,
25) Dinas Lingkungan Hidup;




26)
27)
28)
20)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Kehutanan;

Dinas Perindustrian dan Energi;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pengelola Keuangan Daerah;

Badan Pengelola Aset Daerah;

Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

Badan Usaha Milik Daerah;

Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Kota/Kabupaten Administrasi.

b) Profil SKPD

Dokumen Profil SKPD ‘tercantum rencana strategis, informasi
kepegawaian dan informasi anggaran SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Profil SKPD ini menjadi
pertimbangan untuk penentuan SKPD yang akan dilakukan
pengawasan kinerja. '

Pertimbangan pada dokumen Profil SKPD untuk menentukan
SKPD yaitu :

Indikator kinerja utama SKPD yang terdapat dalam rencana
strategis SKPD serta termasuk dalam program prioritas dalam
RPJMD.

Besarnya anggaran pada SKPD menjadi salah satu perhatian
utama untuk melakukan pengawasan, dikarenakan program
dan kegiatan biasanya menjadi . prioritas pembangunan
dacrah. Selain itu realisasinya juga menjadi pertimbangan,
dikarenakan apabila realisasinya rendah, maka harus
diidentifikasikan permasalahan dan mencari solusinya agar
ditahun mendatang bisa terealisasi lebih baik.

Pengelolaan aset yang besar membutuhkan pengawasan yang
lebih intensif, sehingga SKPD yang memiliki aset yang besar
harus dijadikan prioritas pengawasan, hal ini juga
mempengaruhi penilaian dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -

Pengelolaan kepegawaian akan mempengaruhi kinerja SKPD,
apabila semakin besar jumlah pegawainya maka perlu
pengelolaan yang baik, oleh karena itu pengelolaan
kepegawaian menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan
pengawasan.




c)

d)

- Tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK harus dilakukan upaya percepatan
penyelesaiannya, yang menjadi prioritas pengawasan adalah
SKPD dengan banyaknya jumlah kerugian daerah dan jumlah
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam N egeri
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

Prioritas kegiatan pengawasan yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :

- Pengawasan keuangan dan kinerja;

- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat;

- Kegiatan reviu;
- Kegiatan evaluasi; dan

- Kegiatan pengawasan lainnya (pendampingan, fasilitasi dan
koordinasi).

Hasil Rapat Koordinasi PengaWasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas)
Tahun 2016

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional
Tahun 2016 menghasilkan 7 (tujuh) kesimpulan yang menjadi
perhatian khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasilnya adalah sebagai
berikut :

1) Terdapat 3 (tiga) penekanan pokok terhadap fokus pengawasan
penyelenggaraan Pemda yang harus diterjemahkan bersama
melalui koordinasi dan sinergi kedalam teknis pengawasan
penyelenggaraan Pemda diantaranya, APIP menjadi Clearance
dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi
pidana atau administrasi. APIP harus mampu mencegah
terjadinya pungutan liar (Pungli) di instansi masing-masing,
dan APIP benar-benar mampu menjadi early warning system
dan berorientasi kepada pencegahan.

2) APIP harus mampu merancang kegiatan pengawasannya dari
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

'3) Skema peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, melalui

rencana tindak maun bimbingan teknis secara berkelanjutan
bagi APIP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
maupun Pemda yang akan difasilitasi melalui inisiasi dana
pihak ketiga (hibah luar negeri) serta berkoordinasi dengan
BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
maupun Provinsi, untuk pengalokasian diklat penjenjangan
bagi jabatan fungsional pengawasan pemerintah maupun

diklat teknis substantif lainnya untuk peningkatan kapasitas .

APIP.
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S)

6)

7)

Skema peningkatan kuantitas (jumlah) APIP khususnya jabatan
fungsional P2 melalui rencana tindak, revisi Permendagri
Nomor 84 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis tata kerja tim
penilai dan tata kerja penilaian angka kredit Jafung
pengawasan pemerintahan khususnya Pasal 6 dimana tim
penilai pusat (TPP) Jafung pengawasan pemerintahan diubah
dari Badan Diklat Kemendagri ke Inspektorat Jenderal
Kemendagri sesuai mandat pembentukannya. Revisi
Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jafung pengawas
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan angka
kreditnya, khususnya terkait dengan Jafung keahlian penuh
yaitu sampai Jafung pengawas pemerintahan utama (IV/e).
Inpassing khusus untuk memenuhi kuota minimal kebutuhan
Jafung pengawas pemerintahan di Provinsi, Kabupaten atau
Kota yang berasal dari ASN di lingkungan Inspektorat daerah,
ASN di lingkungan SKPD maupun inpassing dari Jafung
lainnya. Perencanaan diklat penjenjangan bagi Jafung
pengawas pemerintah dan penilaian angka kredit yang
sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa, telah disusun
pedoman pengawasan pengelolaan dana desa yang akan
diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
sehingga terdapat keseragaman dalam pengawasan dana desa,
yaitu Pemerintah Kabupatan atau Kota oleh APIP Provinsi
meliputi pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran.
Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten atau Kota meliputi pra
pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan serta
pasca pencairan dan penggunaan (Provinsi DKI Jakarta tidak
ada dana desa).

Terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
pemerintah daerah (Aksi PPK Pemda), Pemda melakukan
prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) bulan terkait
pencapaian aksi PPK Pemda dengan fokus, pelimpahan
seluruh wewenang penerbitan izin dan non izin di daerah
serta  pengintegrasian layanan perizinan di  PTSP.
Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan
pembantu. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme
pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta transparansi dan
akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah serta
bantuan sosial (Bansos).

Verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi PPK Pemda
Tahun 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 6
(enam) dilakukan secara berjenjang, yaitu Inspektorat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

melakukan verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi _

PPK Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi melakukan
verifikasi pelaporan pencapaian aksi PPK Pemerintah
Kabupatan atau Kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 memiliki 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah,
yaitu sebagai berikut :

1)
2)

Pengendalian pemanfaatan ruang kota;

Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan
kerja; ‘




3)
4)
S)
o)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Pembangunan energi dan telematika Jakarta;
Pengembangan sistem transportasi;

Antisipasi banjir, rob dan genangan;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman
kota,; :

Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;
Pembangunan budaya multikultur;

Peningkatan kapasitas aparatur;

Peningkatan pelayanan publik;

Peningkatan kualitas pendidikan; dan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

2. MEKANISME PENUGASAN

a. Penerbitan Surat Perintah Tugas

1)

3)

4)

S)

Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis mengajukan
konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur
melalui Sekretaris, dengan melampirkan :

a) Kartu Kendali;

b) Pakta Integritas;

c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
d) Program Kerja Pengawasan (PKP);

e) Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan

f) Jadwal Kegiatan Pengawasan.

Ketua Tim Inspektorat Pembantu Wilayah mengajukan konsep
Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur
Pembantu Wilayah melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
dengan melampirkan :

a) Kartu Kendali;

b) Pakta Integritas;

c} Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
d) Program Kerja Pengawasan (PKP);

¢). Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan

f) Jadwal Kegiatan Pengawasan.

Pengajuan konsep Surat Perintah Tugas sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dilakukan oleh
Inspektur Pembantu Bidang/ Pengendali Teknis pada
Inspektorat Pembantu Bidang dan Ketua Tim pada Inspektorat
Pembantu Wilayah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
bulan pengawasan yang diprogramkan.

Sekretaris /Kepala Subbagian Tata Usaha memproses usulan
Surat Perintah Tugas tersebut untuk ditandatangani oleh
Inspektur Provinsi dari Inspektorat Pembantu Bidang dan
Inspektur Pembantu Wilayah.

Perpanjangan Surat Perintah Tugas hanya dapat dilakukan
dalam kondisi tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari
Inspektur Provinsi dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah,
dengan terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan.




6)

Terhadap Tim yang bertugas baik di Inspektorat Provinsi,
maupun Inspektorat Pembantu Wilayah Kota / Kabupaten
Administrasi yang masih memiliki kewajiban/tanggungan LHP

- yang belum selesai (maksimal 2 (dua)) tidak diperkenankan

mengajukan Surat Perintah Tugas pemeriksaan berikutnya
sebelum tim tersebut menyelesaikan LHP terhutang.

Pelaksanaan Pengawasan

1)

2)

3)

Sekretaris Inspektorat Provinsi membuat surat pemberitahuan
tentang pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan
kepada Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembantu
Wilayah sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan.

Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembanty
Wilayah melaksanakan program kerja pengawasan sesuai
dengan jadwal pengawasan yang telah ditentukan.

Tim bertugas setelah menerima Surat Perintah Tugas yang
telah ditandatangani dan telah diberikan nomor registrasi.

B. PELAKSANAAN

1.

PEMBINAAN

Pembinaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan prioritas :

a.

b.

C.

d.

€.

Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual,;

Pembinaan dalam pengadaan barang/jasa; -

Pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah;

Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi; dan

Pembinaan dalam rangka sapu bersih pungutan liar.

PENGAWASAN KEUAN GAN DAN KINERJA

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan
perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah
perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang
dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung

jawabnya dengan prioritas :

a. Aspek keuangan :

1)
2)
3)
4)
S)

pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa;
pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sbsial; dan

pengelolaan manajemen kas di bendahara.




b. Aspek pengelolaan barang milik daerah /sarana dan prasarana :

1) pengelolaan persediaan;
2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan

3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personel,
Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).

c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia /kepegawaian :

1) peningkatan kompetensi aparatur sipil negara,
2) penegakan disiplin aparatur sipil negara;
3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan

4) pembinaan aparatur sipil negara.
d.” Aspek tugas pokok dan fungsi :

1) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan *
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ;

2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan
daerah;

3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan

4) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan
dan penganggaran.

3. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti
keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan
adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
Penyalahgunaan wewenang;
Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan

0 oo

Pelanggaran disiplin pegawai.
4. KEGIATAN REVIU

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan
prioritas :

a. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
b.  Reviu laporan keuangan; dan
c.  Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.




KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian
atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah
dilaksanakan dengan prioritas :

a.

b.

o

Evaluasi reformasi birokrasi;
Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan

Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan
selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang
mendukung untuk peningkatan kapabilitas aparat pengawasan
intern pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengawasan; dan

Peningkatan kemampuan aparat pengawasan intern pemerintah
melalui pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan.

C. PELAPORAN

1.

PEER REVIU

Setiap Tim yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) kepada Gubernur dan SKPD/UKPD agar terlebih dahulu
dilakukan Peer Reviu dengan melampirkan :

o P

S RS

Program Kerja Pengawasan;
Daftar Materi Pengawasan;
Kertas Kerja Pengawasan;
Bahan Konfirmasi;

Berita Acara Ekspose; dan
Draft LHP.

2. MEKANISME PELAPORAN

a. Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan

(LHP) paling lambat diselesaikan dalam kurun waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan disampaikan kepada
Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah wajib dilakukan reviu secara berjenjang.

Sebelum Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ditandatangani harus
dilakukan ekspose hasil pengawasan terlebih dahulu oleh Tim.
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d. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah
ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

e. Laporari Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan oleh Inspektur
Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah kepada
Inspektur Provinsi DKI J akarta melalui Sekretaris.
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TAHUN 2017

R e R 38y
2 2

B %A@, wmvi SRR

PENG, <<>w>z,w_zmx._>5mmc_.mw TR 5 . , . S £ -
1 Badan Penanggulangan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program | 1. Desk audit/ pengawasan
Bencana Daerah peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 2017, dengan prioritas pembangunan 2. Wawancara/ kiarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; daerah yaitu Program Pengurangan 3. Analisis Data;
efektif dan ekonomis (3E); §. Pencapaian Perjanjian Kinerfa: Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra | 4. Survey lapangan/ pengawasan
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Bencana. fistk.
pengendalian intem pemerintah telah - Pelaksanaan kesiap-siagaan dalam|2. Risiko terkait bantuan bencana alam
berjalan; menghadapi ancaman bencana;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian - Pelak 1 lokasi kuasi  korban
Tindak Lanjut Hasil bencana;
pengawasan/Pengawasan BPK Ri dan - Pelaksanaan Pelatihan Evakuasi
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
nm&m_xm: apabila ditemukan
1 han dalam pelaksanaan tugas.
2  |Badan Kepegawaian Daerah 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. TKD; 1. Desk audit/ pengawasan 7 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; 2. Pendayagunan Aparatur; dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 3. Pengembangan Karir. 2. Wawancara/ klarifikasi;
2, Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai 3. Analisis Data;
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Pefjanjian Kinerja: 4. Survey lapangan/ pengawasan
3. Meniiai apakah pelaksanaan sistem - Pengelolaan pembinaan kepegawaian; fisik.
pengendalian intem pemerintah telah - Pengembangan Simpeg, Sispeg.
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasit
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pefaksanaan tugas.
3 |Dinas Kependudukan dan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsj; 1. Tata kelota keuangan; 1. Merupakan SKPD yang memiliki program | 1. Desk audit/ pengawasan 7 20
Pencatatan Sipil peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun dokumen;
beriaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 2017, dengan prioritas pembangunan 2. Wawancara/ klarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw. daeerah yaitu Program Pengelolaan, 3. Observasi
efektif dan ekonomis (3E), - §. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Pengembangan dan Pemanfaatan Data | 4. Survey lapangan/ pengawasan
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Pelaksanaan Regulasi/Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. fisik.
pengendalian intem pemerintah teiah Administrasi Kependudukan dan vm:nm»mnm: 2. Risiko terkait pelayanan kependudukan
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian - Pelaksanaan penerbitan KTP, KK, Akta
Tindak Lanjut Hasil Kelahiran dan Akta Kematian;
pengawasan/Pengawasan BPK Ri dan : - Pelaksanaan Penanganan Mob
APIP; Migrasi Penduduk;
5. Memberikan rekomendasi/saran - Pelaksanaan tertib administrasi
perbaikan apabila ditemukan kependudukan bagi wilayah yang rentan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas. adminduk.
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4  |Badan Kesatuan Bangsa dan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1 Adanya dana pemilihan kepala daerah 1. Desk audit/ pengawasan
Politik peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; (pilkada) dokumen;
berlaku; . 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 2. Survey lapangan/ pengawasan
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai fisik.
efektif dan ekonomis (3E); 6. Pencapaian Perjanjian Kinerja: 3. Analisis Data;
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Peningkatan kemitraam Pemda dengan
pengendalian intem pemerintah telah Partal Politik;
berjalan; - Tim terpadu penangan konflik sosial tingkat
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Provinsi DK Jakarta;
Tindak Lanjut Hasil - Peningkatan Pemahaman Sistem Dektesi
Pengawasan/Pengawasan BPK RI dan Dini Provinsi DKI Jakarta;
APIP; - Cipta Kondisi dalam rangka meningkatkan
5. Memberikan rekomendasi/saran Jakarta yang kondusif.
perbaikan apabila ditemukan
kel han datam pelak tugas.
5 Dinas Penanggulangan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan tethadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program | 1. Desk audit/ pengawasan 10 20
Kebakaran dan Penyelamatan Peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuanga 2. Tata kelola aset; priofitas pembangunan daerah tahun dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 2017, dengan prioritas pembangunan 2. Survey lapangan/ pengawasan
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiens 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; daeerah yaitu Program Peningkatan fisik.
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Sarana, Prasarana Penangguiangan
3. Menilai mum_ﬁ: um_mxmm:mm.: sistem - Pengelolaan pencegahan kebakaran dan x.mvmxm_,m: nm: Penyelamatan.
pen; intem pq 1telah penyelamatan penanggulangan kebakaran: 2. Risiko terkait dalam hat penanggulangan
beralan; i - Kesiapan operasi sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
4. ﬂ”“._mxn__ﬁ.mmﬂ_ﬂwﬂwmﬂm:mz penyelesaian pemadam kebakaran dan penanggulangan
a et g .
pengawasan/Pengawasan BPK R| dan bencana dalam kandisi prima yang dapat .
APIP; . siap dioperasikan.
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

6 Dinas Perhubungan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang me program 1. Desk audit/ pengawasan 15 . 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelalaan Keuangan, 2. Tata kelola aset; prionitas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen; -
berfaky; . 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan prioritas pembangunan daeerah 2. Wawancara/ klarifikasi;

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai sebanyak 8 program, yaitu Program 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 6. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Pembangunan Angkutan Umum Berbasis fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Jalan, Program Pembangunan Angkutan
pengendalian intem pemerintah telah Massal Berbasis Rel, Program Pembangunan
berjalan; Transportasi Perairan, Pragram Pengendalian
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan, Program
Tindak Lanjut Hasil Peningkatan Keselamatan Lalu fintas dan
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan Angkutan, Program Pembangunan Sarana
. APIP; . dan Prasarana Perhubungan, Program
5. Memberikan rekomendasi/saran Pembangunan Transportasi Ramah
perbaikan apabila ditemukan Lingkungan, dan Pragram
kelemahan dalam pelaksanaan tugas. ) Pembangunan/Peningkatan Jalan dan
Jembatan
7 PD Pasar Jaya Mengetahui kepatuhan terhadap SPI Area dan Kantor Pusat Pengelolaan Manajemen SDM dan Keuangan Belum pemah dilakukan pengawasan 1. Wawancara; 15 20
2. Observasi;



&

ZdOML

WWWM RSB
5 PERSON

Aty o
Dinas Ketahanan Pangan, i ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD yang memiliki program | 1. Desk audiv/ pengawasan
Kelautan, dan Pertanian peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun dokumen;
berakuy; ) 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; 2017, dengan prioritas pembang 2. Wawancara/ Klarifikast;
ilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai; daeerah yaitu Program pengamanan 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: X di pangan, pengendali fiskk (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Akses, Harga, Promosi, dan
pengendalian intem pemerintah telah Distribusi/Pemasaran dan Program
berjalan; peningh dan peng 1 mutu dan
4. Melakukan-pemantavan penyelesaian - keamanan pangan hasi! tanaman pangan
Tindak Lanjut Hasil dan hortikultura.
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan 2. SKPD tersebut belum pemah dilakukan *
APIP; pengawasan
5. Memberikan rek i/saran
perbaikan apabila ditemukan
kel 1 dalam pelal an tugas. -
g PO. Dharma Jaya 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi: 1. Tata kelola keuangan; SKPD tersebut belum pemah dilakukan | 1. Desk audit pengawasan 15 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; p dokumen;
‘beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; [ 3. Pengadaan barang/ jasa; 2. Wawancara/ Karifikasi;
2. Menilai pelak prinsip efisi 4. Pengelol: Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
beralan;
4, Melakukan p uan peny
Tindak Lanjut Hasil
pengawasan/Pengawasan BPK Ri dan
APIP;
5. Memberikan rekc dasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kel dalam p tugas.
10 |Oinas Pariwisata dan 1. Menilai ¥ 1kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata ketola keuangan; |Merupakan  SKPOD yang memiliki anggaran 1. Desk audit/ pengawasan 15 20
Kebudayaan peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; yang relatif besar serta termasuk dalam dokumen;
berlaku: .| 3 Pengelolaan Barang Miiik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; program pricritas pembangunan daerah tahun | 2. Wawancara/ Warifikasi; !
i 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; 2017, dengan pri gunan daerah 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: yaitu Program Perindungan, Pengembang fisik (peninj | gan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem dan Pemanfaatan Kebudayaan, Program
pengendalian intem pemerintah telah Pengembangan Promosi dan Informasi
berjalan; Kebudayaan, Program Peningkatan Sarana
4. Melakukan pemantauan penyelesaian dan Prasarana Kebudayaan dan Program
Tindak Lanjut Hasil Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan Kebudayaan
- APIP; .
5. Memberikan rekomendasi/:
perbaikan apal ditemukan
kel pelaksanaan tugas.
11 [Badan Pengelola Aset Daerah 1. Menilai & Ik shan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang mengelola aset di 1. Desk audit/ pengawasan 12 10
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana aset dokumen;
berlaky; 3. Pengelolaan Barang Daerah: | 3. Pengadaan barang/ jasa; adalah salah satu penentu penilaian opini BPK|2. Wawancara/ Warifikasi;
2. Menilai pelak prinsip efisi 4. P lolaan SDM. 4. Tata kelola SDM, 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); - fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah tetah
beralan;
4. Melakukan pemantauan penyetesaian
Tindak Lanjut Hasil
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran

perbaikan apabila ditemukan
kel han dalam pelal aan tugas.




12 |Badan Pengelola Keuangan 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungst; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD baru (perubahan organisasi | 1. Desk audit/ pengawasan 12
Daerah peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; lperangkat daerah/pemisahan SKPD) yang dokurnen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; belum pemah diperiksa 2. Wawancara/ klarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan SDM. 4. Tata kelola SDM, 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3€); fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intemn pemerintah tetah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila diternukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
13 |Biro Umum 1. Menitai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi (Kelengkapan 1. Tata kelola keuangan; 1. Risiko terkait pengelolaan PHL 1. Desk audit pengawasan 12 20
peraturan perundang-undangan yang Struktur Organisasi BLUD); 2. Tata kelola aset; 2. SKPD yang sudah 3 tahun belum dokumen;
berlaku; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengadaan barang/ jasa; dilakukan pengawasan 2. Wawancara/ klarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 4. Tata kelola SDM. 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 4. Pengelolaan SDM. fisik (peninjauan fapangan).
3. Mei apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
pengawasan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/: 1
perbaikan apabila ditemukan
k 1an dalam pelaksanaan tugas,
14 |Badan Pajak dan Retribusi 1. Menilai ketaatan/kepatuhan tethadap 1. Tugas dan Fungsi (Kelengkapan 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audiv pengawasan 12 20
Daerah peraturan perundang-undangan yang Struktur Organisasi BLUD); 2. Tata kelola aset; pnontas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
berak 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan prioritas pembangunan daeerah yaitu |2. Wawancara/ klarifikast;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 4. Tata kelola SOM. Program Sistem Informasi dan Teknolagi 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonaomis (3E); 4, Pengelolaan SDM. Pajak Daerah fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;
4. Meiakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
pengawasan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;
§. Memberikan rekc dasi/!
perbaikan apabila ditemukan
kel an dalam pel naan tugas.
15 [Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Penggabungan fungsi atas Bidang 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 20 20
dan Pertanahan peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; Gedung Pemda dan Pertanahan dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; 2. Menjamin tugas pokok dan fungsi atas 2. Peninjavan lapangan / fisik;
2. Menilai pel 1aan prinsip efisi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; Gedung Pemda dan Pertanahan 3. Wawancara / Permintaan
efektif dan ekonomis (3E); S. Pencapaian Perjanjian Kineqa: dijalankan sesuai ketentuan. keterangan dari pihak terkait.
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem ~ Perencanaan Tata Ruang; Pemanf: 3. P duan/Keluhan Masyarakat terhadap
. pengendalian intem pemerintah telah Ruang; Pengawasan dan Penertiban Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang
berjalan; Bangunan; Peningkatan Peran Serta yang tinggi.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Masyarakat dalam Penataan Ruang;
dak Lanjut Hasit Pengembangan Sistem [nfomasi Tata
pengawasan/Pengawasan BPK R{ dan Ruang; Pengadaan Tanah; dan
APIP; Pembangunan Gedung Pemda.
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
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16 as Lingkungan Hidup 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD hasil dari 1. Desk audit / Penelitian terhadap
peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; Penggabungan fungsi atas urusan dokumen;
berlakuy; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; Lingkungan Hidup dan urusan Pekerjaan |2. Peninjauan lapangan / fisik;
2. Menilai petaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai Umum : 3. Wawancara / Permintaan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: 2. Menjamin tugas pokok dan fungsi atas keterangan dani pihak terkait.
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Pengelalaan Air Limbah, Pengelolaan urusan Lingkungan Hidup dari suaty
ian intem pemeri telah Persampahan, Pengendalian Pencemaran Badan menjadi satu Bidang dalam Dinas,
berjalan; dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan dijalankan sesuai ketentuan.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Tindak Lanjut Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup.
pengawasan/Pengawasan BPK RI dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasifsaran
ditemukan
pelak 1tugas,
17  |Dinas Bina Marga 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangzn; Merupakan SKPD yang memiliki anggaran 1. Desk audit / Penelitian terhadap 20 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; yang besar dan menjadi perhatian publik dokumen;
bertaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang /jasa; 2. Peninjauan lapangan / fisik;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawa 3. Wawancara / Permintaan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: keterangan dari pihak terkait.
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
pengendalian intem pemerintah telah Bangunan Pelengkap Jalan;
berjalan; - Pembangunan / Peningkatan Jalan-jalan
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Strategis di Provinsi DKI Jakarta; dan
Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Fiyover, Underpass, dan
pengawasan/Pengawasan BPK Ri dan - Jembatan.
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
. perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
18  [Dinas Sumber Daya Air 1. Me ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 20 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
berlaku: 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; dengan prioritas pembangunan daerah yaity | 2. Peninjauan lapangan / fisik;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan | 3. Wawancara / Permintaan
efektif dan ekonomis (3E): 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber keterangan dan pihak terkait.
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Pembangunan / Peningkatan Saluran, Kali / Daya Air Lainnya
pengendalian intem pemerintah telah Sungai, dan kelengkapannya; Pembangunan /
berjalan; Peningkatan Pompa Sistem Polder dan
4. Melakukan pemantauan penyelesaian kelengkapannya; dan Pembebasan Tanah
Tindak Lanjut Hasil untuk Waduk, Situ dan Embung.
pengawasan/Pengawasan BPK R| dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kel han dalam pelaksanaan tugas.
19 |Dinas Sosial dan UPT-nya 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD yang memiliki anggaran | 1. Desk audit/ pengawasan 15 30
peraturan perundang-undangan yang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; yang cukup besar yaitu dokumen;
. beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; Rp238,161,587,772 terdiri dari BL sebesar| 2. Wawancara/ Klarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; Rp44,665,133,772 dan BTL sebesar 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Rp238,449,454,000 fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Registrasi dan identifikasi masaah sosiat I ’
pengendalian intem pemerintah telah anak, remaja, lanjut usia, penyandang cacat 2. Penanganan hasil penjangkauan PMKS
berjalan; dan tuna sosial: yang dikirim ke pati penampungan sudah
4. :. lakuk per i - Pelayanan bimbingan mental, sosial, over _mmu. sehingga WBS disalurkan tidak
Tindak Lanjut Ha keterampilan dan bantuan usaha sesuai dengan peruntukan
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan kemandirian serta penyantunan sosial; )
APIP; - Rekomendasi atas adopsi anak dan 3. Karena prasarana dan sarana panti yang
5. Memberikan rekomendasi/saran pengasuhan anak kurang begitu juga dengan WBS yang
perbaikan apabila ditemukan - Kegiatan pemberdayaan, kerjasama dan menderita penyakit tertentu misalnya TBC,
kelemahan datam peiaksanaan tugas. kemitraan antar lembaga kesejahteraan masih dijadikan satu sehingga rentan
sosial masyarakat dan organisasi sosial tertular
asing;
- Pelaksanaan bimbingan, konsultasi,
advokasi dan pendampingan sosial,
ketahanan sosial keluarga, lembaga dan .
tenaga kesejahteraan sosial
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20 |Dinas Kesehatan 1. Menilai konsistensi perencanaan 1. Evaluasi kegiatan sesuai DPA Merupakan SKPD yang memiliki program pengawasan 15
mengenai Rensra, RPJMD, RPJS yang |2 Pengelolaan xm:m:mm: 2. Tata kelola keuangan; priofitas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
tertuang dalam DPA; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Tata kelola aset; dengan prioritas pembangunan daeerah yaitu | 2. Wawancara/ klarifikasi;
2. Mengevaluasi pencapaian target 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Pengadaan Um_dsm\ jasa; Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 3. Survey lapangan/ pengawasan
Renstra pada 5 tahun terakhir; §. Tata kelola pegaw. Daerah dan Program Peningkatan Sarana dan fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 6. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Prasarana Kesehatan
peraturan perundang-undangan yang - Anggaran berbasis kinerja yang disusun
beriaku; dengan menganut prinsip efektif, efisien dan
4. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi ekonomis sesuai dengan program dan
efektif dan ekonomis (3E); sasaran;
5. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Rencana Umum Pengadaan yang disusun
pengendalian intern pemerintah telah telah mengakomodir rencana kebutuhan
berjalan; barang unit;
Melakukan pemantauan penyelesaian - Rencana Umum Pengadaan telah .
Tindak Lanjut Hasil dipublikasikan elalui papan pengumuman
pengawasan/Pengawasan BPK RI dan resmi;
APIP; . - Rencana pengadaan dilakukan melalui Unit
7. Memberikan rekomendasi/saran Layanan Pengadaan Daerah (ULPD);
perbaikan apabila ditemukan - Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas. dasar sesuai standar termasuk dalam hal
sarana prasarana, cbat, alat kesehatan,
tenaga kesehatan dan pengelolaannya,
Peningkatan pelayanan k h 1 promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan.
- Pengembangan jenis pelayanan pada
Rumah Sakit.
21 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD dengan anggaran besar| 1. Desk audit/ pengawasan 15 30
peraturan perundang-undangan yang |2, Pengelotaan Keuanga 2. Tata kelola aset; pada tahun 2017 yaitu dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; Rp2.785.598.733.062,- 2. Wawancara/ kiarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; 2. 'Merupakan SKPD yang memiliki program | 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); §. Pencapaian Perjanjian Kinerja: prioritas pembangunan daerah tahun fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai mumxmq um_mxmmamm.: sistem - Pembinaan dan pengembangan kurikutum, 2017, no_._.mm: prioritas pembangunan
pengendalian intem pemerintah telah sistem penilaian dan manajemen; daerah yaitu :
berjalan; o - Penetapan izin pembukaan dan penutupan Pembangunan Sarpras Gedung Sekalah;
A 1 per jan peny 1 penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
4. Tindak Lanjut Hasi dan Kejuruan; sekolah;
pengawasan/Pengawasan BPK R! dan - Pembinaan sistem manajemen pengadaan Penyaluran dana BOS yang diberikan
APIP; . i dan pendayagunaan alat pelajaran dan kepada sekolah;
5. Memberikan rekomendasi/saran sumber beiajar
om.;.m,xrm: apabila %.m:._:xm: - Pembinaan, pengend
t dalam 1aan tugas. pengembangan pen
sumber belajar, kursus dan kelembagaan .
serta pendidikan masyarakat dan pendidikan
anak usia din
- Penetapan pembukaan, pengembangan,
penutupan serta perizinan operasional
satiap didikan noafammal dan jnfarmal
22 |Dinas Pemuda dan Olahraga 1. Menilai k vkepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelofa keuangan; Merupakan SKPO yang mei program 1. Desk audit/ pengawasan 185 30
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
berlaky; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; |dengan prioritas pembangunan daeerah yaitu |2. Wawancara/ Klarifikasi;
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana |3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekononiis (3E); §. Pencapaian Perjanjian Kinerja: Olahraga dan Pemuda fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Peningkatan pengetahuan teknis olahraga
pengendalian intem pemerintah telah bagi guru pendidikan jasmani, pembina
berjalan; olahraga pelajar, instruktur dan pefatih
4. Melakukan pemantauan penyelesaian olahraga serta masyarakat;
Tindak Lanjut Hasil - Pengembangan dan pemasyarakatan
pengawasan/Pengawasan BPK RI dan kegiatan olahraga tradisional
APIP; - Pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi
5. Memberikan rekomendasifsaran bagi pelajar, mahasiswa, pegawai/karyawan
perbaikan apabiia ditemukan dan masyarakat; .
kelemahan dalam pelaksanaan tugas. - Peningkatan kompetensi tenaga pembina
dan pelatih olahraga;
- Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan
organisasi olahraga prestasi
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23  |Oinas Pemberdayaan, 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Untuk mengetahui terpenuhinya 1. Desk audit/ pengawasan 30
Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang |2 Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; kebutuhan ruang publik atau anak; dokumen;
Pengendalian Penduduk beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; 2. Sejauhmana upaya pencegahan 2. Wawancara/ Klarifikasi;
2. Menilal pelaksanaan prinsip efisiensi 4, Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawa kekerasan terhadap perempuan dan anak | 3. Survey lapangan/ pengawasan
efektif dan ekonomis (3E); S. Pencapaian Pefjanjian Kinefja: yang sudah dilakukan; fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai mumxma um_m.ﬁm:mm.: sistem - Anggaran berbasis kinerja yang disusun 3. Upaya um:m.m:am_.mma. pertumbuhan
um_._cmanm__mz intern pemerintah telah dengan menganut prinsip efektif, efisien dan penduduk di Provinsi DKI Jakarta
beratan; ekonomis sesuai dengan program dan
Melakukan pemantauan penyelesaian sasaran;
4. Tindak Lanjut Hasit - Anggaran disusun dengan menggunakan e-
Pengawasan/Pengawasan BPK RI dan Budgeting .
APIP; 3 . . - Rencana Umum Pengadaan yang disusun
5. Memberikan rekomendasi/saran telah mengakomadir rencana kebutuhan
perbaikan apabila ditemukan barang unit;
kelemahan dalam pelak 1 tugas. - Rencana Umum Pengadaan telah
dipublikasikan metalui papan pengumuman
resmi; .
- Rencana pengadaan dilakukan melalui Unit
Layanan Pengadaan Daerah (ULPD)
Percepatan Pengarusutamaan gender
melalui PPRG;
- Partisipasi masyarakat dalam
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;
- Pengembangan potensi pemberdayaan
perempuan
Pengembangan potensi pemberdayaan
perempuan,
- Gerakan sadar kesetaraan gender sejak dini
- Program bina ketah dan pemberday
keluarga;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB dan kependudukan
24 |Dinas Perpustakaan dan 1. Menilai kepatuhan Satuan Kefja dalam |1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Penggunaan BBM Kendaraan Arsip Kel 1. Desk audit/ pengawasan 15 30
Kearsipan perencanaan, pelaksanaan dan 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; sekolah atau lokasi publik b. dakumen;
pertanggungjawaban anggaran 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang / jasa; dan pengadaan buku yang diserahkan pada  {2. Wawancara/ kiarifikasi;
2. Menilai kepatuhan atas perencanaan, 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; masyarakat serta honor tenaga ahli untuk 3. Survey lapangan/ pengawasan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa 5. Pencapaian Perjanjizn Kinega: arsip digital. fisik (peninjauan lapangan).
3. Menilai kepatuhan atas pelaksanaan

- Anggaran berbasis kinefja yang disusun
dengan menganut prinsip efektif, efisien dan
ekanomis sesuai dengan program dan

layanan dan pelestarian perpustakaan
dan kearsipan
4. Menilai kepatuhan atas pelaksanaan

sasaran;
pengembangan koleksi perpustakaan - Anggaran disusun dengan menggunakan e~
dan arsip Budgeting,

Rencana Umum Pengadaan yang disusun
telzh mengakomodir rencana kebutuhan
barang unit;

Rencana Umum Pengadaan telah
ublikasikan melalui papan pengumuman
resmi,

Rencana pengadaan dilakukan melalui Unit
Layanan Pengadaan Daerah (ULPD)
Standardisasi prsarana dan sarana layanan
perpustakaan dan arsip;

Pengembangan taboratorium bahan
perpustakaan dan arsip;

Standardisasi prasarana dan sarana deposit,
skuisisi dan pengolahan perpustakaan dan
kearsipan;

Pengamanan dan penyelamatan arsip
masyarakat ang bemilai guna sejarah bagi
daerah dan bangsa;

Rancang bangun perangkat lunak dan
perangkat keras serta jaringan informasi

j perp\ dan
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Melakukan evaluasi dan analisis dalam

Mengevaluasi penyusunan HPS dan pi p:

Jakata Selatan dan Kota
Administrasi Jakarta Utara

Seribu

Pengadaan barang dan jasa SKPD/ 1 Py 1. Wawancara; 30 5
Umum Pengadaan (RUP) rangka pencegahan penyimpangan dalam |UKPD spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa 2. Observasi;
pengadaan barang dan jasa, mendorong : 3. Anafisis Data
SKPD/UKPD untuk segera mempublikasi
RuUpP
Pemantauan Aset (Mobil) Untuk mengetahui ketaatan penggunaan  |Sekretariat DPRD Provinsi DKI Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD 1. Kendaraan hitang; 1. Penelitian peraturan
Sekretariat DPRD aset dan pemanfaatannya Jakarta 2. Penyalahgunaan Fungsi. 2. Penelitian dokumen
3. Pemanfaatan. 3. Survey Peninjauan Lapangan.
Pemantauan Pengadaan Tanah Untuk mengetahui realisasi pembebasan|Kota Ad trasi Jakarta Pusat, Kota|Taman Kota Di 5 (ima) Wilayah Kota dan|Prosedur P daan Tanah Penyalahgunaan | 1. Penelitian peraturan
untuk RPTRA Kota Administrasi tanah untuk RPTRA Administrasi  Jakarta Utara dan|Kabupaten Wewenang 2. Penelitian dokumen
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan 3. Survey Peninjauan Lapangan.
Jakarta Barat dan Kabupaten Seribu
Kepulauan Seribu,
Pemantauan LHKPN Untuk mewujudkan penyelenggaraan SKPD / UKPD Pemerintah Provinsi 1. Pejabat pimpinan tinggi madya Kekayaan penyelenggara negara 1. Penelitian peraturan 15 20
negara dan PNS yang menaati asas-asas | DKl Jakarta 2. Pejabat tinggi pratama 2. Penelitian dokumen
umum penyelenggaraan negara yang 3. Pejabat administrator 3. Survey Peninjauan Lapangan.
bebas dari praktik KKN 4. Pejabat pengawas
S. Auditor
Pemantauan Barisan Satuan Untuk melihat efektifitas tenaga barisan Dinas Penanggulangan Kebakaran  [Analisa kebutuhan tenaga barisan relawan 1. Pengadaan Periengkapan Balakar. 1. Penelitian peraturan 20 15
Tugas Penanggulangan refawan kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI kebakaran 2, Pemanfaatannya. 2. Penelitian dokumen
Kebakaran dan Penyelamatan di Jakarta dan 5 (fima) Suku Dinas 3. Survey Peninjauan Lapangan.
Lingkungan Pemerintah Provinsi Penanggulangan Kebakaran dan
DK! Jakarta Penyelamatan Kota Administrasi serta
Instansi terkait
Pemantauan Pengawasan CCTV Untuk mengetahui apakah pembangunan | Dinas Komunikasi, Informatika dan 1. Menara Telekomunikasi Eksistring 1. Tempat/lokasi pemasangan; 1. Wawancara 20 15
Pada Menara Mikrocell Menara Telekomunikasi telah dilaksanakan | Statistik Provinsi DKI Jakarta 2. Pembangunan Telekomunikasi Baru 2. Pemanfaatan. 2. Observasi
sesuai dengan yang disyaratkan baik 3. Penempatan Perangkat, Lokasi Menara dan 3. Analisis Data
secara teknis maupun administrasi serta Bentuk Menara Peninjauan Lapangan
sesuai dengan Peraturan yang beraku 4. Rekomendasi Menara Telekomunikasi
S. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara
Telekomunikasi
6. izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi
(IPPT)
7. Partisipasi/Kontribusi CCTV Penyedia Menara
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
terhadap Menara Telekomunikasi
Pemantauan  Pegawai Tidak Untuk menilai dan mengevaluasi kontrak i Pamong Praja Provinsi 1. Menganalisa dan mengevaluasi kontrak kerfja | Pemberdayaan SOM (PTT) 1. Penelitian peraturan 20 15
Tetap (PTT) di Satuan Polisi kerja PTT dan efektifitas pelaksanaan DKI Jakarta dan 6 (enam) Witayah PTT; 2. Penelitian dokumen
Pamong Praja tugas 2. Mengevaluasi Pegawai PTT yang mem 3. Peninjavan Lapangan
kemampuan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban.
Pemantauan Penjatuhan Untuk mengetahui jumiah pegawai DKI SKPD Objek Periksa Bidang | Pegawai di Lingkungan Pemda DK| Jakarta Pelaksanaan Penerapan Sanksi 1. Wawancara; 20 15
Hukuman Disiplin yang terkena hukuman disiplin 2. Observasi;
3. Analisis Data
Pemantauan Pengadaan Tanah Untuk mengetahui realisasi pembebasan | Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota |Dokumen Pengadaan Tanah 1. Prosedur Pengadaan Tanah. 1. Penelitian peraturan 20 15
untuk RPTRA Kota Administrasi tanah untuk RPTRA Administrasi Jakarta Utara dan 2. Penyalahgunaan Wewenang Ofeh 2. Penelitian dokumen
Jakarta Timur, Kota Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Pejabat. 3. Survey Peninjauan Lapangan




10  |Melakukan Pengawasan . Tercapainya target pemasangan lampu Pengelolaan Barang Persediaan Lampu-ampu Jalan Tata Kelola Persediaan 1. Wawancara; 15 20
Pencapaian Target Pemasangan LED 2. Observasi;
LED pada Dinas Perindustrian 3. Analisis Data
dan Energi
11 |Melakukan Pengawasan Kemananan dan keselamatan penumpang |Untuk mengetahui standar pelayanan |Tata kelola pelayanan penumpang Kkapal Befum pemah diperiksa dan rawan tefjadi 15 20
Pengelolaan Pelayanan minimal di Pelabuhan Muara Angke kecelakaan
Penumpang pada UPT. APK
Dinas Perhubungan
12  |Melakukan Pengawasarn — Tercapainya tenaga kerja yang trampil Pelatihan yang ada di UP Pelatihan Kualitas hasil pelatihan yang belum terserap | 1. Reviy Ookumen; 15 20
kegiatan Pelatihan pada UP. Las dibidangnya 2. Wawancara;
Condet dan PKPI Pasar Rebo 3. Pengamatan;
4. Observasi
13 |Pengawasan Kas Akhir Tahun Mengetahui penyerapan anggaran akhir ketaatan terhadap peraturan SKPO/UKPD Tertib administrast keuangan 1. Wawancara; 12 5
(Tutup Buku) Tahun 2016 tahun 2016 2. Observasi;
3. Analisis Data
14 |Reviu Laporan Keuangan LKPD Per 31 Desember 2016 LKPD Provinsi DK! Jakarta Th 2016; [Laporan Keuangan yang disajikan oleh PFKD, Mendorong opini BPK menjadi WTP 1. Pengumpulan data secara 60 60
Semester it PFemerintah Provinsi tetah disusun berdasarkan SPI yang LK SKPD /UKPD Th 2016 laporan keuangan mencakup LRA, Neraca,LO, sampling;
OKI Jakarta Tahun 2016 5 memadai dan disajikan sesuai dengan SAP LPE, LAK dan CaLK 2. Analisis dokumen
15  |Pengelolaan Penerimaan PBB Mengetahui penyerapan anggaran akhir ketaatan terhadap peraturan SKPD/UKPD Prioritas pembangunan daerah ProvinsiDKI | 1. Wawancara; 12 60
dan 8PHTB pada Unit Pajak dan tahun 2016 Jakarta Tahun 2017 2, Observasi;
Retribusi Daerah (UPRD) 3. Analisis Data ‘
Wilayah Jakarta Timur dan Utara
16  |Pengawasan atas tupcksi BPPBJ Menilai pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja-Pokja Pengadaan konsolidasi Percepatan pelaksanaan pengadaan barang / | 1. Penelitian peraturan 12 10
jasa yang dilakukan secara lelang 2. Penelitian dokumen
3. Wawancara
17  |Pengawasan atas tupoksi Biro Menilai pelaksanaan tugas dan fungsi Perjalanan dinas Pefjalanan dinas dalam negeri dan luar negen Kepatuhan dalam pertanggungjawaban 1. Penelitian peraturan 12 10
Administrasi, Keuangan dan Aset perjalanan dinas dalam dan [uar negen 2. Penelitian dokumen .
3. Wawancara
18  |Pengelolaan KDO Pada Unit Untuk mengawasi tata kelola dan Pengelolaan KDO yang digunakan KOO Tertib dalam pengelofaan KDO 1. Penelitian peraturan 12 20
Penyimpanan Barang Daerah pemanfaatan untuk mendukung operasional 2. Penelitian dokumen
{UPBD) 3. Cek fisik
19 [Unit PKB dan BBN K8 di 5 (lima) Memastikan kepatuhan pemilik kendaraan |PKB dan BBN KB Belum Daftar Ulang {Bus dan truk Optimalisasi pendapatan asli daerah 1. Desk audit/ pengawasan 12 20
wilayah bermotor atas pembayaran pajak {BDU) Tahun 2016 : dokumen
kendaraan bermotor dan 8BN KB 2. Wawarcara / Klarifikasi
3. Survey lapangan/ pengawasan
fisik (peninjauan lapangan)
20 |Pengawasan Pajak Reklame 1. Menilai apakah pelaksanaan sistem Rekiame di Jembatan Penyeberangan{UPPD Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Optimalisasi pendapatan asli daerah 1. Penelitian peraturan 12 10

pengend;
berjalan

2. Untuk mengawasi tata kelola dan
pemanfaatan

n intem pemerintah telah

Orang (JPO)

2. Penelitian dokumen
3. Wawancara
4. Survey Lapangan
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21 |Pendampingan dan tutup buku Mengetahui penyerapan anggaran akhir ketaatan terhadap peraturan SKPD/UKPD Tertib administrasi keuangan 1. Wawancara; 12
akhir tahun anggaran tahun 2016 2. Observasi;
3. Analisis Data.
22 |Pengawasan atas Pensertifikatan Untuk menilai apakah pelaksanaan Aspek perencanaan, pelaksanaan Lahan hasil pembebasan telah bersertifikat atas Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 20 15
dan Pemanfaatan lahan pensertifikatan dan pemanfaatan tahan dan pengendalian, evaluasi dan nama Pemprov DKI .Jakarta dan terbangun menjadi |Jakarta Tahun 2017 dokumen;
RTH/TPU yang sudah RTH/TPU yang sudah dibebaskan pada pelaporan apakah telah dilaksanakan [RTH dan TPU 2. Peninjauan lapangan / fisi
dibebaskan pada Dinas Dinas Kehutanan, Pertamanan dan dengan efisien dan efektif. 3. Wawancara / Permintaan
Kehutanan Pemakaman tefah dilaksanakan sesuai keterangan dan pihak terkait.
ketentuan
23 |Pengawasan penghunian rumah Menilai apakah pelaksanaan mekanisme Penghunian dan pemeliharaan rumah|SOP Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 20 20
susun UPRS Daan Mogot dan penghunian dan pemeliharaan telah susun Daan Mogot dan rumah susun Jakarta Tahun 2017 dokumen;
UPRS Rawa Bebek dilaksanakan sesuai ketentuan Rawa Bebek 2. Peninjauan lapangan / fisik;
3. Wawancara / Permintaan
keterangan dani pihak terkait.
24 |Pengawasan atas kepatuhan dan Aspek perencanaan, pelaksanaan Rekomendasi teknis atas Kesesuaian Penerbitan Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKl | 1. Desk audit/ Penehtian terhadap 10 15
Kesesuaian terhadap Izin kegiatan pengawasan dan penertiban pada |dan pengendalian, evaluasi dan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Realisasinya  |Jakarta Tahun 2017 dokumen;
Bangunan yang diterbitkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan pelaporan apakah telah dilaksanakan 2. Peninjauan lapangan / fisik;
dengan Realisasinya pada Dinas Pertanahan telah dilaksanakan sesuai dengan efisien dan efektif. 3. Wawancara / Pemmintaan
Cipta Karya, Tata Ruang dan ketentuan keterangan dari pihak terkait.
Pertanahan
25 |Py atas Per Untuk menilai apakah pelaksanaan Aspek perencanaan, pelaksanaan Mekani Pengelolaan Sampah, Pengolahan Air |Prioritas pembangunan daerah Provinsi OKI | 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 10 15
Sampah pada TPST pengelolaan sampah pada TPST dan pengendalian, evaluasi dan Sampah; dan Pengelolaan Pendapatan Jasa Jakarta Tahun 2017 dokumen;
Bantargebang pada Bantargebang pada Dinas Lingkungan pelaporan apakah telah dilaksanakan |Retribu 2. Peninjauan lapangan / fisik;
Lingkungan Hidup Hidup dan Kebersihan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif. 3. Wawancara / Permintaan
sesuai ketentuan keterangan dari pihak terkait,
26 (P 1 atas Pelaksanaan Untuk menilai apakah pelak ) Peng 1 pelaksanaan kontrak Kesesuaian pelaksanaan kontrak dan kondisi fisik | 1. Merupakan program prioritas 1. Desk audit/ Penelitian terhadap 20 20
Pembangunan dan Perawatan pembangunan dan perawatan Rumah pembangunan dan perawatan Rumah pada pembangunan dan perawatan Rumah Susun. pembangunan daerah tahun 2017: dokumen;
Rumah Susun pada Dinas Susun telah sesuai dengan ketentuan. Susun. 2. Anggaran yang besar; 2. Peninjauan lapangan / fisik;
Perumahan Rakyat dan Kawasan 3. Temuan tahun laly; 3. Wawancara / Permintaan
Permukiman 4, Merupakan SKPD yang menjadi perhatian keterangan dari pihak terkait.
27  |Pemantauan penyusunan RKBU Melakukan evaluasi dan analisis dalam Perencanaan kebutuhan Barang Milik |Mengetahui kebutuhan barang sesuai tugas dan Prioritas pembangunan daerah Provinsi DK | 1. Wawancara; 30 7
dan RKPBU perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dan penganggaran fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah Jakarta Tahun 2017 2. Observasi;
Daerah 3. Data.
28 |Pemantauan Melakukan evaluasi dan analisis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyerapan/Realisast Anggaran Percepatan realisasi pembangunan daerah 1. Wawancara; 40 5
Penyerapan/Realisasi Anggaran rangka percepatan penyerapan/realisasi 2. Observasi;
Tahun 2017 anggaran 3. Analisis Data.
29 |Pengawasan atas Menyelesaikan per lahan tertentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI | 1. Wawancara; 10 15
perintah/instruksi pimpinan Kepegawaian, Pejabat Penat haan Keuangan, |Jakarta Tahun 2017 2. Observasi;
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan 3. Analisis Data.
. Barang/ Jasa, Panitia Penenma Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat
A




—

TR

R SRR

ZQ><§m>z

AR

RN i

,vw%
-

m@wm, *

Pengawasan Akhir Masa Jabatan
(Pamiat) \
\ \\

antara pejabat lama dengan pejabat
yang baru;

2. Memberikan masukan kepada Kepala
SKPQ yang baru berupa
rekomendasi/saran perbaikan atas
kemungkinan terjadinya
penyimpangan/kelemahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan

2. Pengelolaan barang milik daerah;
3. Pengelolaan keuangan daerah.

2. Tata kelola barang
3. Tata kelola keuangan daerah.

pelaksanaan tugas dan fungsi

4
2. Peninjauan Lapangan

3. Permintaan Keterangan

4, Pengisian Blanko/Kuestioner

30 {Pemantauan pelayanan 1. Menilai kepatuhan Satuan Kerja dalam | 1. Pengawasan atas kepatuhan 1. Anggaran terbasis kinerja yang disusun Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI | 1. Wawancara; G
kesehatan pada 3 RSUD dan 3 perencanaan, pelaksanaan dan terhadap peraturan perundang- dengan menganut prinsip efektif, efisien dan  |Jakarta Tahun 2017 2.
RSKD pertanggungjawaban anggaran undangan dalam pengelolaan ekonomis sesuai dengan program dan sasaran; 3
2. Menilai kepatuhan atas perencanaan, kepegawaian, keuangan dan Rencana Umum Pengadaan yang disusun
pelaksanaan pengadaan barangfjasa barang milik Daerah; 2, telah mengakomodir rencana kebutuhan
Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Pengawasan atas m«m_s;_amm barang unit;
pelayanan poli satelit um:nmnm_m: program; Rencana Umum vmzmmnmm: telah
3. Menilai kepatuhan atas pelaksanaan 2. Peng ) atas pelak V 3. dipublikasikan melalui papan pengumuman
pelayanan kesehatan bagi peserta penugasan tenaga medik dan resmi;
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perawat untuk memberikan Rencana pengadaan dilakukan melalui Unit
Menilai kepatuhan atas pemanfaatan Pelayanan kesehatan bagi Warga | 4. Layanan Pengadaan Daerah {ULPD);
aset berupa alat kedokteran Binaan Sosial (WBS); Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Pengawasan atas ketersediaan 5. dasar sesuai standar termasuk dalam hal
sarana dan prasarana pendukung Sarana prasarana, obat, alat kesehatan, tenaga
pelayanan kesehatan. kesehatan dan pengelolaannya;
Peningkatan pelayanan kesehatan promotit
6. dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan.
Pengembangan jenis pelayanan pada Rumah
7. Sakit.
31  {Pengawasan sarana prasarana Mengetahui kondisi sarana prasarana serta |UPT panti-panti sosial di lingkungan  |Memonitor progress kondisi sarana prasarana serta |Prioritas pembangunan daerah Provinsi OKI | 1. Wawancara; 15 20
beserta fasilitas nmn_m panti - fasilitas UPT panti-panti sosial Dinas Sosial | Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta fasilitas UPT panti-panti sosial Dinas Sosial Provinsi | Jakarta Tahun 2017 2. Observasi;
Provinsi DKI Jakarta apakah sudah OKI Jakarta 3.
memenuhi unsur kelayakan
32 |- UPT. P2KGK Kota Administrasi 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Pengendalian terhadap 1. Tata kelola keuangan; Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKl | 1. Oesk audit/ pengawasan 15 30
Jakarta Pusat peraturan perundang-undangan yang pengelolaan dan 2. Tata kelola aset; Jakarta Tahun 2017 2. Penelitian dokumen;
beriaku; pertanggungjawaban keuangan; 3. Pengadaan barang/ jasa; 3. Wawancara/ Klarifikas
- UPT. P2KGK Kota Administrasi 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 2. Pengendalian terhadap 4. Tata kelola pegawai; Survey lapangan/ pengawasan
Jakarta Barat efektif dan ekonomis (3E); penyaluran KJP yang diserahkan §. Pencapaian Perjanjian Kinerja: fisik {peninjauan iapangan).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem kepada sekolah - Penyediaan, penatausahaan, penggunaan,
- UPT. P2KGK Kota Administrasi pengendalian intem pemerintah telah pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
Jakarta Selatan berjatan; sarana kerja P2KGK;
4. Melak p tauan penyelesaian ~ Monitoring dan evaluasi kompetensi guru dan
- UPT. P2KGK Kota Administrasi Tindak Lanjut Hasil peserta didik kejuruan;
Jakarta Utara pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan - Pelaksanaan kegiatan program asesor bagi
APIP; guru kejuruan dan teaching factory,
- UPT. P2KGK Kota Administrasi 5. Memberikan rekomendasif: 1 - Pelaksanaan kegiatan pengembangan,
Jakarta Timur um.dm_wm: apabila ditemukan pengembangan koordinasi, kerja sama dan
[ ) dalam pel: tugas. kemitraan P2KGK dengan SKPD/UKPD,
- UPT. Pusat Perencanaan instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi,
Pengendalian Pembiayaan ahli/narasumber dan/atau satuan pendidikan
Pendidikan Personal dan negri/swasta dalam rangka kegiatan
Operasional (P60) pengembangan kompetensi guru dan kejuruan.
- UPT. SMU Thamrin
33 1. Menilai Batasan Tanggung Jawab 1. Pengelolaan kepegawaian; 1. Pengelolaan kepegawaian; Kepatuhan dalam pertanggungjawaban hasil Penelitian Dokumen/data 15 15
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34 |Reviu dokumen perencanaan Zmaumzxm: rmvﬁ_c:m: terbatas Dok p Perumusan dan penetapan dokumen perencanaan (Keselarasan antara perencanaan dengan 1. Penelitian dokumen;
dan penganggaran akuras . dan k peng an dan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan 2. Wawancara/ kiarifikasi;
nformasi pada dokumen perencanaan dan 3. Konsuiltasi/ diskusi
penganggaran sesuai dengan standar
biaya, kaidah-kaidah penganggaran serta
dilengkapi dokumen pendukungnya
35 |Evaluasi SAKIP SKPD di 1. Memperoleh informasi tentang 1. Penilaian terhadap perencanaan | 1. Kesesuaian antara perencanaan dengan Keselarasan antara perencanaan dengan 1. Penelitian dokume 30 30
Lingkungan Pemerintah Provinsi implementasi SAKIP; strategis, temmasuk di dalamnya pencapaian kinerja; pelaksanaan dan pelaporan 2. Wawancara/ klarifikasi
OK! Jakarta 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP: perjanjian kinerja, dan sistem 2. Penyajian dan informasi yang dapat 3. Konsulitasi/ diskusi
tingkat akuntabilitas atay pengukuran kinerja; diandalkan;
pertanggungjawaban atas hasil 2. Penilaian terhadap penyajian dan | 3. Program dan kegiatan yang relevan;
(outcome ) terhadap per p k informasi kinerja; 4. Kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja
anggaran dalam rangka terwujudny 3. Evaluasi p program dan yang diperjanjikan;
pemerintahan yang berorientasi kepada kegiatan;
hasil (result oriented government ), 4. Evaluasi terhadap kebijakan
Memberikan saran perbaikan untuk instansi/unit kerja yang
3. vw:_:mxma_._ implementasi SAKIP; bersangkutan.
itor tindak fanjut rek dasi
4. hasil evaluasi periode sebelumnya.
36 |Evaluasi Penerapan SPIP pada 1. Memperoleh informasi tentang 1. Lingkungan pengerdalian; 1. Memetakan lingkungan/kondisi yang z_ma ai ristko yang ada pada SKPD dalam 1. Penelitian dokumen; 30 30
SKPD di Lingkungan Pemerintah implementasi SPIP; 2. Penilaian risiko. mempengaruhi efektivitas pengendalian intem; p tugas dan fungsinya 2. Wawancara/ kiarifikasi;
Provinsi DK! Jakarta 2. Menilai tingkat implementasi SPIP; Memetakan risiko yang mempengaruhl 3. Konsulltasi/ diskusi
3. Memberikan saran perbaikan untuk 2. efektivitas pengendalian intem;
peningkatan implementasi SPIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi periode sebelumnya,
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pengawasan atas Pengaduan

mmm Memberikan pendapat hasil pengawasan
:%%|terhadap kebijakan, perilaku, dan produk

hukum lainnya yang dinilai melanggar

ketentuan.

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola -
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan .
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasii Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DK! Jakarta

Dugaan penyaiahgunaan wewenang d

gawasan
. Penelitian dokumen;
Wawancara/ klarifikasi;
Survey lapangan/ pengawasan
fisik {peninjauan lapangan).

Pelaksanaan Unit Pengendali

4 1. Menciptakan Wilayah Bersih Gratifikasi;

Melakukan pengkajian Titik Rawan

2, Potensi Gratifikasi.

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komi Pejabat P d

Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provins
OKI Jakarta

-

Pencegahan tindakan korupsi

N

Zm_,mxcxm: pemantauan’

Peiaksanaan sapu bersih

I Menciptakan Wilayah Bersih Pungii

Pemerintah Provinsi DK! Jakarta

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola
Kep ian, Pejabat Penat Keuangan,
Pejabat Pembuat Komi Pejabat Pengad;

Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

fdan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi

DKi Jakarta

5 15
10 5
10 10

NGAWASAN LAINKY

Pelaksanaan Inspeksi Mendadak
pada SKPD/UKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DK} Jakarta

Pengelolaan keuangan
- 'Pengeiolaan barang

- ‘Pengelolan kepegawaian
‘Pengadaan barang/jasa
‘Peiayanan publik

gkungan Pemerintah Provinsi

DK! Jakarta

fapang:
pemenntahan daerah

an

5 setiap 1 hari
dalam
seminggu

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/ Penanganan
Kasus/ Pengaduan Masyarakat
Tahun 2016 dan Tahun

percep
Lanjut Hasil Pemeriksaan/

2016 dan tahun sebelumnya

proses Tindak
Penanganan
Kasus/ Pengaduan Masyarakat Tahun

Temuan dan'rekomendasi/ saran hasil
pemeriksaan/ penanganan kasus/
pengaduan masyarakat

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat P
Kep ian, Pejabat P haan K
Pejabat Pembuat Ko 1, Pejabat P
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DK! Jakarta

W=

Penelitian dokumen;
Konsuitasi/ diskusi
ijakan.

.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasit
Pengawasan (TLHP) APIP Tahun
2016 dan Tahun Sebelumnya

Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APIP
Tahun 2016 dan tahun sebelumnya

1p p 1 proses Tindak

Temuan dan rekomendas¥ saran hasil

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat P I

g9

per APIP (insp at
Provinsi DK! Jakarta, Itien
Kemendagri, BPKP, maupun itjen

teknis terkait lainnya)

Kepeg ian, Pejabat Penat; h Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat P d
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DK! Jakarta

1. Penelitian dokumen; .
Konsultasi/ diskusi;
Membuat kebijakan.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasii
Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun
2016 dan Tahun Sebelumnya

Meningkatkan percepatan proses Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK

Tahun 2016 dan tahun sebelumnya

Temuan dan rekomendasifsaran hasil
pemeriksaan

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengeloia

Kep jan, Pejabat P h Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat P d;
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKi Jakarta

Penelitian dokumen;

Membuat kebijakan.

Reviu Laporan Kinefja Instansi
Pemerintah Provinsi DKi.Jakarta

1. Membantu penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi
‘Pemerintah (SAKIP), .

2. Memberikan keyakinan terbatas -

mengenal akurasi, keandalan, dan
keabsahan data/ informasi kinerja
Instansi Pemerintah sehingga dapat
menghasilkan Laporan Kinefja yang
berkualitas.

1. Peneiashan penyeienggaraan .
Sistem Akuntabiiitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Pengujian atas keandalan dan
akurasi data atau informasi kinerja
dalam laporan kinerja

1. Keselarasan antara RPJMD Tahun m.o_ 3-2017,
Penetapan IKU Tahun 2013-2017, dan
Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan

Renstra SKPD/UKPD; N
2. Keandalan dan akurasi data atau informasi
kinefja dalam laporan kinerja ‘e

Keselarasan antara perencanaan,
pelaksanaan dan pefaporan

Penelitian dokumen;
Wawancara/ Karifikasi;
3. Konsulltasi/ diskusi
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Peningkatan tugas-tugas pengawasan

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi inspektorat

Peningkatan kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Aparat pengawas Inspektorat

Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat

Periingkatan kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi DK| Jakarta

Auditor dan PPUPD

P 1 itas hasii pelak tugas
dan fungsi inspektorat

Peningkatan tugas-tugas pengawasan

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat

Pembangunan Sistem Informasi
Pengawasan
2 Pendidikan dan Pelatihan
3 Rapat Kerja Forum Aparat
Pengawas Intemal Pemeintah
(APIP)
4 Gelar Pengawasan
. L
Keterangan:
I: Inspektorat Pembantu | - Pemerintahan
Il : Inspektorat Pembantu Il - Perekonomian
1l 2 Inspektorat Pembantu 1t - Keuangan
IV 1 Inspektorat Pembantu Il - Pembangunan
V: Inspektorat Pembantu IV - Kesejahteraan Masyarakat
Vi : Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Vi : Sekretariat Inspektorat
Vil : Forum APIP

\

\\\k Jadwal Tentatif

.




INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN

TAHUN 2017

Lampiran Il : Keputusan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

- OBYEK PENGAWASAN /

" JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017

25

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilaij apakah pelaksanaan sistem
ian intern pemeri telah

peng
berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasit
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R dan
APIP;

5. Memberikan rekomendasifsaran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

Tata kelola pegawai;
Pencapaian Perjanjian Kinerja:

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya

2. Wawancara/ klarifikasi.

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);

URAIAN ~ B _ 5 _ T ~ : T _ — _ ¥ _ _ - : g RUANG LINGKUP . . ANALISIS RISKO - = TEKNIK PENGAWASAN . PERSONIL:
- . JAN FEB { APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV [ DES . 20 DU - : s, o P - : L SEAT
N. 2 3 3 ‘N - ) - .
PENGAWASAN KINERJA / REGULER : ] . ] ] L ] L - . P 3
Suku Dinas Bina Marga : 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki anggaran 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
% peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangal 2. Tata kelola aset; yang besar dan menjadi perhatian publik dokumen;

berlaky; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;

& 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; 2. Wawancara/ klarifikasi.

2 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinera:

3 efektif dan ekonomis (3E); 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
2 fisik (peninjavan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem '
e pengendalian intem pemerintah telah
B o berjalan;
N 4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
- 3 Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan
Rt APIP;
SN 5. Memberikan rekomendasifsaran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
9 dalam pelaksanaan tugas.
Suku Dinas Sumber Daya Air g 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemenksaan 22 20
. peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
& berlakuy; 3. Pengelolaan Barang: Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan priofitas pembangunan daeerah yaitu
b 4. Pengelolaan Aparatur. 4.
5.




e 5 - T1 " JADWAL PENGAWASAN TAHUN:2017 . T S g S I T
_ OBYEK ﬂﬂﬂ_m»»zigbz [ 4 . e ¢ S x . “. _ RUANG .sz_.e_v. - ANALISIS RISIKO TEKNIl .1,m_.‘m.>s$m>z E
) L ,,.L,>z_m.m.w‘_:,>m_>vm_:m_..cz_g.cr_>n«_m,m,v_o5_zn< DES } E : e ; : [
2 3 4 7 8
3 |Suku Dinas Pendidikan | 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; IMerupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen; )
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan prioritas pernbangunan daerah yaitu ©
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; 2. Wawancara/ klarifikasi.
2, i pélaksanaan prinsip efisiensi Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
efektif dan ekonomis (3E); pungutan liar pada pelayanan publik di sekolah; 3. Survey iapangan/ pemeriksaan
sekolah, kondi fisik (peninjauan lapangan);
3. Me apakah pelaksanaan sistem sekolah, dan revitalisasi sekolah.
pengendalian inten pemerintah telah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Ri dan
s APIP;
. 5. Memb saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
b dalam pelaksanaan tugas.
; o
4 Suku Dinas Pendidikan Il 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan;, 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan prioritas pembangunan daerah yaitu :
4. Pengelolaan Aparatur, 4, Tata kelola pegawai; Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; 2. Wawancara/ kiarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 1 §. Pencapaian Perjanjian Kinerja: . Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
efektif dan ekonomis (3E); pungutan liar pada pelayanan publik di sekolah; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sekolah, kondisi sarana dan prasarana fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistern sekolah, dan revitalisasi sekolah.
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;
- 4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Ri dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
5 Suku Dinas Penanaman Modal 1. Menilaj ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memi program 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 15
dan Pelayanan Terpadu Satu peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pelayanan terpadu tahun 2017, yaity dokumen;
Pintu berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; pelayanan perizinan
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawali, 2. Wawancara/ kiarifikasi,
2. Menilaj pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3E); 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
3. Me: apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
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Rekomendasi Perizinan Usaha
Bidang Kesehatan diluar PTSP
pada Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Pusat

kesehatan diluar PTSP sudah berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku

surat rekomendasi perizinan usaha bidang

diluar PTSP di 3 (tiga) Kecamatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat

rekomendasi perizinan usaha bidang kesehatan
diluar PTSP

tenaga medis; ruang media yang belum
sesuai dengan

dokumen;
2. Wawancara/ kiarifikasi;
3. Peninjauan lapangan.

OBYEK mﬂﬂm»ﬂiﬁ% L L i : TUJUAN RUANG LINGKUP SASARAN ANALISIS RISIKO TEKNIK PENGAWASAN PERSONL | JUMLAH HARI
._>z_mmm_:>w_>vm_:m._._:z_.Er_>m._._mmu_05_zo<_cmm - O : . B . - :
2 4 5 6 7 8 9 10
Suku Dinas Lingkungan Hidup 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD hasil dari Penggabungan 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangal 2. Tata kelola aset; fungsi atas urusan Lingkungan Hidup dan dokumen;
berlakuy; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; urusan Kebersihan, serta untuk menjamin
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; tugas pokok dan fungsi atas urusan 2. Wawancara/ kiarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi Lingkungan Hidup dan suatu Kantor menjadi
efektif dan ekonomis (3E); satu Bidang datam Suku Dinas, dijalankan 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sesuai ketentuan. fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem 1
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyel
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R] dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
i dalam pelaksanaan tugas.
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ] o ] ]
Pemantauan publikasi Rencana Melakukan evaluasi dan analisis dalam Pengadaan barang dan jasa SKPD/ Mengevaluasi identifikasi kebutuhan, P k 1 |'P D pelak PBJ 1. Wawancars; 22 20
Umum Pengadaan (RUP) rangka pencegahan penyimpangan dalam |UKPD pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penetapan 2. Observasi;
T pengadaan barang dan jasa serta spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa Data
x mendorong SKPD/UKPD mempublish RUP serta organisasi pengadaan
S ke dalam SIRUP
Pemantauan penyusunan RKBU M Melakukan evaluasi dan analisis dalam Perencanaan Kebutuhan dan M 1 rencana kebutuhan dan |i } jPerencanaan menyusun barang kebutuhan 1. Wawancara; 22 15
dan RKPBU e perencanaan kebutuhan Barang Mi Pemeliharaan Barang Milik Daerah barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan {UKPD 2. Observasi;
Daerah Barang Milik Daerah 3. Analisis Data
Pemantauan S Melakukan evaluasi dan analisis dalam Ookumen Pelaksanaan Anggaran Penyerapan/F A Percepatan realisasi pembangunan daerah 1. Desk audit 22 20
Penyerapan/Realisasi Anggaran - rangka percepatan penyerapan/realisasi 2. Wawancara/ kiarifikasi.
Tahun 2017 5 anggaran 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (jika diperiukan);
Pengawasan penataan B mengetahui apakah penataan PKL |Pedagang Kaki Lima yang berada di | Terselenggaranya Penataan PKL yang beradadi  {PKL liar difuar sarana yang disediakan untuk | 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
Pedagang Kaki Lima (PKL) pada sudah sesuai dengan aturan Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara |Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara berjualan dokurmen;
Suku Dinas Koperasi, UKM, serta di 3 (tiga) Kecamatan Kota 2. Wawancara/ kiarifikasi.
Perdagangan Kota Administrasi Administrasi Jakarta Pusat 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
Jakarta Pusat fisik (peninjauan lapangan);
Pengawasan Pemberian Surat Menilai/mengetahui apakah pemberian Perizinan usaha bidang kesehatan Mengidentifikasi dan penggunaan surat Tenaga media yang belum sesuai dengan 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
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Penutupan Kas Akhir Tahun 2017,

tahun anggaran 2017

tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD

4,

Analisis dokumen;
Melakukan peninjauan lapangan;
Melakukan wawancara

wo | . nm«mw ﬂw‘zobi%.»z / T R e e N L * RUANG LINGKUP . ANALISIS RISIKO © TEKNIK PENGAWASAN PERSONIL | JUMLAH HARI
- B - JAN mmlamx_»vxﬁ:&gcﬁbr_»mq_mmn_o_a.“zg DES o . B e e : K L[
1 2 3 4 5 7 3 9
3 Pengawasan Kegiatan e Menilai kualitas trotoar dan saluran tepi Trotoar dan Saluran Tepi di 3 (tiga) Terselenggaranya Penilaian kualitas trotoar dan Panjang dan luas trotoar serta saluran tepi 1. Desk audi/ pemeriksaan 22
Peningkatan Trotoar dan Saluran A Kecamatan Kota Administrasi Jakarta |saluran tepi dokumen;
Tepi di 3 (tiga) Kecamatan Kota Pusat 2. Wawancara/ klarifikasi
Administrasi Jakarta Pusat 7 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
7 Pengawasan Pemeliharaan Menilai kualitas saluran P HB Saluran PHB di 3 (tiga) Kecamatan Terselenggaranya Penilaian kualitas dan Terintegrasi saluran PHB di 3 (tiga) 1. Desk audit/ pemeriksaan 22 20
Saluran PHB di 3 (tiga) Kota Administrasi Jakarta Pusat pemelibaraan saluran PHB Kecarmatan dokumen;
Kecamatan Kota Administrasi 2. Wawancara/ Klarifikasi.
Jakarta Pusat 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (perinjauan fapangan);
8 Pengawasan Kegiatan Menilai luas dan kualitas taman dan jalur | Taman dan Jalur RTH di 3 (tiga) Terselenggaranya Pemeriksaan luas dan kuaiitas Adanya indikasi jenis tanaman yang 1. Desk Audit 22 20
Pemeliharaan Taman dan Jalur RTH Kecamatan Kota Administrasi Jakarta [taman dan jalur RTH terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi 2. Wawancara
Ruang Terbuka u (RTH) di 3 Pusat yang dibutuhkan dalam perencanaan; adanya | 3. Perinjauan Lapangan
(tiga) Kecamatan Kota indikasi tidak sesuainya jumlah volume antara
Administrasi Jakarta Pusat kontrak dengan yang terpasang
g Pengawasan Keberadaan Menilai penetapan titik dippo/LPS (lokasi ‘Penilaian titik dippo/LP$ (iokasi Terselenggaranya Pemeriksaan keberadaan dippo [Penyebaran titik dippo/LPS; analisa 1. Desk Audit 22 20
Dippo/L PS (Lokasi pembuangan sampah) apakah sudah pembuangan sampah) di seluruh (lokasi pembuangan sampah) pada titik fokasi di kebutuhan volume sampah; Dippo/LPS yang | 2. Wawancara
Pembangunan Sampah) di sesuai dengan prosedur yang berlaku Kecamatan Wilayah Kota Administrasi | seluruh Kecamatan Wilayah Kota Administrasi belum dilengkapi amdal 3. Perinjauan Lapangan
wilayah Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat Jakarta Pusat
Pusat
10 Pengawasan Perizinan Menilal perizinan ketenagakerjaan apakah | Perizinan Ketenagakerjaan dituar Terselenggaranya Pemeriksaan penzinan Pelayanan ketenagakerjaan yang 1. Desk Audit 22 20
Ketenagakerjaan diluar PTSP sesuai dengan aturan yang berlaku PTSP di 3 (tiga) Kecamatan Kota ketenagakerjaan apakah sesuai dengan aturan melalui PTSP; belum memiliki standar 2. Wawancara
pada Suku Dinas Tenaga Kerja Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku Pelayanan minimum (ISO 001) 3. Observa:
dan Transmigrasi Kota 4. Peninjauan Lapangan
Administrasi Jakarta Pusat
11 Pengawasan Penerimaan Murid 2 Melihat dan menilai ketepatan waktu Penerimaan Murid Baru pada sekolah- Terselenggaranya Pemeriksaan P i Murid |Peneri murid baru secara transparan 1. Desk Audit 22 20
Baru pada sekolah-sekoiah di § AS penerimaan murid baru serta melihat dan  |sekolah Kota Administrasi Jakarta Baru apakah sesuai dengan ketentuan yang 2. Wawancara
Kota Administrasi Jakarta Pusat menilai kesesuaian penerimaan murid baru | Pusat bertaku 3. Peninjauan Lapangan
2 dengan peraturan yang berlaku
12 Pengawasan pelayanan KTP (e- Melihat dan menilai ketersediaan KTP (e- Pelayanan KTP (e-KTP) pindahan dari Terselenggaranya Pemeriksaan Pelayanan KTP (e- | Perpindahan penduduk dan luar DK ke 1. Desk Audit 22 20
KTP) pindahan dari daerah dan i KTP) serta melihat dan menilai banyaknya |daerah dan pelayanan akte kelahiran |KTP) pindahan dari daerah dan pelayanan akte wilayah Jakarta Pusat; keakuratan data 2. Wawancara
pelayanan akte kelahiran dari 2 penduduk luar kota DK! Jakarta yang dari Pusk di 3 (tiga) K kelahiran dari Pusk apakah sesuai dengan  {kelahiran yang terbit dari akte kelahiran di 3. Observasi
Puskesmas % % pindah ke wilayah Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Pusat ketentuan yang beraku Puskesmas 4. Peninjauan apangan
13 Pengawasan dalam Rangka Pengurus Barang melaporkan barang SKPD/UKPD Kota Administrasi Ketepatan penatausahaan barang Tata Kelola Persediaan 1. Desk Audit 22 20
Penutupan Barang Persediaan persediaan tepat waktu Jakarta Pusat 2. Verifikasi data barang
Semester | TA 2017 3. Wawancara
14 Pengawasan dalam Rangka 2 Meyakini saldo kas dan persediaan akhir Kas dan Persediaan Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir | Tertib administrasi keuangan 1. Pengumpulan data secara 20 15
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Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan} — N N A i 1 1. Menilai Batasan Tanggung Jawab 1. Pengelolaan kepegawaian; 1. Pengelolaan kepegawaian; Tertib laparan pertanggung jawaban 1. Penelitian Dokumen/dala; 10 15
{Pamjab) g . . antara pejabat lama dengan pejabat 2. Pengelolaan barang milik daerah; | 2. Tata kelola barang 2. Peninjauan Lapangan;
i yang bary; 3. Pengelolaan keuangan daerah. 3. Tata kelola keuangan daerah. 3. Permintaan Keterangan;
2. Memberikan masukan kepada Kepala 4. Pengisian Blanko/Kuestioner
SKPD yang baru berupa )
rekomendasi/saran perbaikan alas
kemungkinan terjadinya
penyimpangarn/kelemahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil T - i ) h Meningkatkan percepatan proses Tindak _ |Temuan dan rekomendasi/saran hasil mxvo\ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Tertib tindak lanjut hasil p i ] Permil dok /d 22 20
Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun | 8 Lanjut Hasil pengawasan (TLHP) BPK pemenksaan ian, Pejabat P h Keuangan, pendukung: bukti setoran, surat-surat
2016 dan Tahun Sebelumnya Tahun 2016 dan tahun sebelumnya _uewvm» vn:_vcmﬁ Komit Pejabat P d teguran/peringatan, dan bukti-bukti
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekeraan, pendukung yang lain
dan ASN lainnya di Wilayah Kola Administrasi
Jakarta Pusat
d
i
Pengawasan atas Perintah/ i i i 7 ] .1 Menyelesaikan p 1an tertentu Kota Administrasi mx_uo\ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI | 1. Telaahan staf, Pengecekan data; 10 10
Permintaan Pimpinan : ! ian, Pejabat Penalausahaan Kevangan, |Jakanta Tahun 2017 2. Perminlaan keterangan;
| : v&mvm» vuaccm». i Pejabat P 3. Cek fisik
|
)

Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kola Administrasi
Jakarta Pusat

PENGAWASAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

P 9 1 Kasus P duan/ Memberikan pendapat mﬁm hasil 1. Pengadaan Barang/ Jasa; SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat _uu=wm.o_m O:mmm: penyalahgunaan wewenang dan 1. Pengecekan data; 10 20
Limpahan/ Perintah Pimpinan ik terhadap kebijak perilaku, 12. Sengkela pertanahan; Kepegawaian, Pejabat P korupsi 2. Permintaan keterangan;
dan produk hukum tainnya <m=m dinilai 3. 3 Pejabat Pembuat ¢ Pejabat P d . 3. Cek fisik
. melanggar ketentuan. 4. Tata kelola Barang Daerah; |Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
5. Tata kelola Aparatur; dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
6. Kebijakan Administrasi Jakarta Pusat
] Pemerintahan.

\\v_m-oc~mmwzcm PROVINSI DAERAH KHUSUS
W BALY ¢ Jﬂxoﬂ» JAKARTA,




Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Nomor
Tanggal
JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2017
N f A ) JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017 . . . . s e . R ST . ; FERRN
OBYEK ﬂwﬂo_»ﬂib.mxyz\ — - - — - TUJSUAN : . RUANG LINGKUP o o SASARAN . " ANALISIS RISIKO TEKNIK PENGAWASAN 1Mﬂﬂ%r JUMLAH HAR!
._>z_mmw_:>z_>vx~zm_ JUN LE._Equ,v_oxq—zo.,\_cmm - i . - . - - c R ’ S o
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PENGAWASAN KINERJA / REGULER . .
1 Suku Dinas Sumber Daya Air o ketaatar/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
: berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; |3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
& efektif dan ekonomis (3E); kinerja : (peninjauan lapangan)
Pembangunan / Peningkatan Saluran, Saluran
3 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Penghubung, dan kelengkapannya;
o pengendalian intem pemerintah tetah Pembangunan / Peningkatan Pompa Sistem
§ berjalan; Polder dan kel pannya; dan Pembeb;
A Tanah untuk Waduk, Situ dan Embung.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
e Tindak Lanjut Hasil
; Pemeriksaan/Pengawasan BPK R| dan
APIP;
5. Memberikan rek dasi/saran
€ perbaikan apabila ditemukan kelemahan
i dalam pelaksanaan tugas.
Suku Dinas Pemberdayaan, 2 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
Perlindungan Anak dan ¥ peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuanga 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
Pengendalian Penduduk H . berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi §. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
efektif dan ekonomis (3E); kinerja : (peninjauan lapangan)
Anggaran berbasis kinerja yang disusun
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem dengan menganut prinsip efektif, efisien dan
pengendalian intem pemerintah telah ekanomis;
berjatan; Anggaran disusun dengan menggunakan e-
Budgeting
. 4. Melakukan pemantauan penyelesaian | RUP yang disusun telah mengakomodir
o Tindak Lanjut Hasit rencana kebutuhan barang ul
« Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan RUP telah dipublikasikan melaiui papan
. o APIP; pengumuman resmi;
22 Rencana pengadaan dilakukan melalui ULPD
o 5. Memberikan rek i/saran Percepatan Pengarusutamaan gender melalui
perbaikan apabila ditemukan kelemahan PPRG;
dalam pelaksanaan tugas. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan perempuan dan
anak;
Pengembangan potensi pemberdayaan
perempuan
Pengembangan potensi pemberdayaan
perempuan;
Gerakan sadar kesetaraan gender sejak dini
Program bina ketah dan pemberdayaan
keluarga;
Peningk 1 peran serta yarakat dalam .
pelayanan KB dan kependudukan




' OBYEK PENGAWASAN /

JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017

JUMLAH
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7 2 4 5 [ 7 g 9 10
3 Unit Pelaksana Penanaman 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
Modal dan Pelayanan Terpadu p p g-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tatakelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
Satu Pintu berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; |3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangarn/pengawasan fisik
efektif dan ekonomis (3E); kinerja : (peninjauan lapangan)
Pelay 1 modal
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
p dalian intem p i telah
berjalan;
4. Me: p ian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;
5. Memberil k i
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
4 Suku Dinas Bina Marga 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
p 2] dang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tatakelola aset; |prioritas pembangunan daerah tahun 2017
berlakuy; 3. Pengelolaan Barang Daerah; (3. Pengadaan barangfjasa; . 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
efektif dan ekonomis (3E); kinerja : (peninjauan lapangan)
Pembangunan / Peningkatan Jalan, trotoar
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem dan Bangunan Pelengkap Jalan;
per dalian intem p i telah Pembangunan / Peningkatan Jalan-jalan
berjalan; Strategis di Provinsi DKI Jakarta; dan
Pemeliharaan jalan
4. M P " p lesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan
APIP;
5 M skan reke "
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
5 Suku Dinas Kesehatan 1. Menilai konsistensi perencanaan 1. Tugas dan Fungsi; 1. Evaluasi kegiatan sesuai DPA Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
mengenai Renstra, RPJMD, RPJ yang | 2. Pengelolaan Keuvangan; 2. Tata kelola keuangan; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
tertuang dalam DPA; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; |3. Tata kelola aset; 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur, 4. Pengadaan barang/ jasa;
2. Mengevaluasi pencapaian target 5. Tata kelola pegawai; 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
Renstra pada 5§ tahun terakhir; 6. Pencapaian Perjanjian Kinerja: (peninjauan lapangan)
. - Anggaran berbasis kinerja yang disusun
3. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap dengan menganut prinsip efektif, efisien dan
peraturan perundang-undangan yang ekonomis sesuai dengan program dan
berlaku; sasaran;
- Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
4. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi dasar sesuai standar/SPM termasuk dalam hal
efektif dan ekonomis (3E); sarana prasarana, obat, alat kesehatan,
tenaga kesehatan dan pengelolaannya;
5. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Peningl pelay v hatan promotif
p dalian intem p i telah dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
berjalan; rujukan;
- Pengembangan jenis pelayanan pada
6. Melak P Penyelesai Puskesmas.
Tindak Lanjut Hasil




perbaikan apabila ditemukan xm_mamzms
dalam pelaksanaan tugas.
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6 Suku Dinas Pendidikan Wilayah | 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawarncara/iarifikasi
B 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai;
B 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi §. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
efektif dan ekonomis (3E); Kinerja : (peninjauan lapangan)
7 - Pembinaan dan pengembangan kurikulum,
i 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem sistem penilaian dan manajemen;
pengendalian intern pemerintah telah Penetapan izin pembukaan dan penutupan
% berjalan; um:ﬁﬁ:mumﬂﬂ: TK, SD, PLB, SLTP, SLTA
4. Melakukan pemantauan penyelesaian j ds
i Tindak Lanjut Ha; um_._ um:am<mm::mm= u_m” pelajaran dan sumber
g Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan belajar;
: APIP; - Pembinaan, pengendalian dan
pengembangan pendidikan kesetaraan dan
5. Memberikan reko d sumber belajar, kursus dan kelembagaan serta
perbaikan apabila ditemukan rm_mam:mz pendidikan masyarakat dan pendidikan anak
£ dalam pelaksanaan tugas. usia din
P pan pembukaan, peng
. penutupan serta perizinan oum.‘mm.o:m_ mem:
pendidikan nonformal dan informal
7 Suku Dinas Pendidikan Wilayah {1 4 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
3 peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
beriaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; [3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawancara/klarifikasi
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai;
& 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian perjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisi
efektif dan ekonomis (3E); kinerja : (peninjauan lapangan)
Pembinaan dan pengembangan kurikulum,
k 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem . sistem penitaian dan manajemen;
E pengendalian intem pemerintah telah Penetapan izin pembukaan dan penutupan
berjatan; penyelenggaraan TK, SD, PL8, SLTP, SLTA
dan Kejuruan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Pembinaan sistem manajemen pengadaan
Tindak Lanjut Hasil dan pendayagunaan alat pelajaran dan sumber|
Pemeriksaan/Pengawasan 8PK R! dan belajar
APIP;
Pembinaan, pengendalian dan pengembangan .
5. Memberikan r dasil: 1 pen an kesetaraan dan sumber belajar,
perbaikan apabila ditemukan kelemahan kursus dan kelembagaan serta pendidikan
dalam pelaksanaan tugas. masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
Penetapan pembukaan, pengembangan,
penutupan serta perizinan operasional satuan
an nonformal dan informat
8 Suku Dinas Lingkungan Hidup 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/pengawasan dokumen 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; [3. Pengadaan barang/jasa; 2. Wawancara/Klarifikasi
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai
efektif dan ekonomis (3E); 5. Pencapaian pefjanjian 3. Survey lapangan/pengawasan fisik
3. Menilai apakah pelaksanaan sistemn kinerja : (peninjauan apangan)
pengendalian intem pemerintah telah .vmzmm_o_mm: Air Limbah, vm:mm_o_mm:
berjalan; P pahan, P dali dan
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Perusakan Lingkungan I_ncu. dan
Tindak Lanjut Hasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
pengawasan/Pengawasan BPK Rl dan Pengeiolaan Lingkungan Hidup.
APIP;
5. Memberikan rekomendasi




: JADWAL PENGAWASAN TAHUN 3017 N R . - o , ._
OBYEK PENGAWASAN / L . L o . : e . i . . JUMLAH
No URAIAN - 5 - TUJUAN -+ RUANG LINGKUP ANALISIS RISIKO TEKNIK PENGAWASAN PERSONIL | JUMLAH HAR|
: . JAN | FEB :>L >vx_ ME | JUN [ JUL | AGT | SEP | OKT { NOV | DES e . : t - C .
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10
B | PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ) ) : L . ] . ) ) } ) .
1 Pemantauan publikasi Rencana [ Melakukan evaluasi dan analisis dalam Pengadaan barang dan jasa SKPD/ Mengevaluasi penyusunan HPS dan penetapan|'Percepatan pelaksanaan PBJ 1. Wawancara; 10 7
Umum Pengadaan (RUP) - n rangka pencegahan penyimpangan dalam |UKPD spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa 2. Observa:
L pengadaan barang dan jasa 3. Analisis Data
o
g
2 Reviu RKA 2018 & usulan DPA Memberikan keyakinan terbatas mengenai |RKA SKPD/UKPD Analisis standar belanja yang kup k jaran|Kesel 1\ antara perencanaan dengan| 1. Wawancara; 10 7
perubahan 2017 akurasi, kehandalan dan keabsahan bahwa beban kerja dan kewajaran biaya pelaksanaan dan pelaporan 2. Observasi;
informasi dalam RKA SKPD/UKPD sesuai 3. Analisis Data
dengan PPAS dan Renja SKPD/UKPD,
serta SKPD/UKPD telah menyusun RKBU
dan RKPBU sesuai kebutuhan
3 Pemantauan — Melakukan evaluasi dan an, Dokumen Pelaksanaan Anggaran P /Realisasi Anggaran Percepatan realisasi pembangunan daerah 1. Wawancara; 10 10
Penyerapan/Realisasi Anggaran e S rangka percepatan penyerapan/realisasi 2. Observasi;
Tahun 2017 S anggaran 3. Analisis Data
4 Pengawasan atas Menyelesaikan permasalahan tertentu Pemerintah Provinsi DK! Jakarta SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Peng Priaritas pemb daerah Provinsi DK! | 1. Wawancara; 10 15
perintah/finstruksi pimpinan Kepegawaian, Pejabat P I} Keuangan, | Jakarta Tahun 2017
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan M
%
5 Pengawasan dalam rangka Pengurus barang melaporkan barang SKPD/UKPD Ketepatan penatausahaan barang Tata Kelola Persediaan Verifikasi data barang 10 20
penutupan barang persediaan persediaan tepat waktu
Semester
6 Pengawasan dalam rangka & Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Kas dan persediaan SKPD/UKPD Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir | Tertib administrasi keuangan Analisa dokumen 10 20
penutupan kas dan persediaan ¢ Barang melaporkan kondisi keuangan dan tahun anggaran 2017 pada SKPD/UKPD
akhir tahun 2017 barang di akhir tahun tepat waktu
B
7 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil {, Meningkatkan percepatan proses tindak Temuan dan rekomendasi/saran hasit SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKeu, PPBJ, Tertib tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemnintaan dokumen/data pendukung 10 20
Pemeriksaan (TLHP) BPK RI dan lanjut hasil pengawasan BPK RI dan APIP pemeriksaan PPHP dan ASN lainnya bukti setoran, surat-surat
APIP tahun 2016 dan tahun 2016 dan sebelumnya teguran/peringatan dan bukti bukti
sebelumnya pendukung lainnya
7
8 Pengawasan pelayanan Meyakinkan bahwa pelak pel 1 {Pelayanan kependudukan Ketep pelay k di dan KITAS Dugaan tindakan korupsi di pelayanan publik | 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
kependudukan dan KITAS (Kartu kependudukan dan KITAS telah sesuai 2. Peninjauan Lapangan
1zin Tinggal Terbatas) prosedur 3. Permintaan Keterangan
4. Pengisian Blanko/Kuestioner
9 Pengawasan izin usaha bidang Meyakinkan bahwa pelayanan izin usaha | Izin Usaha Kesehatan PTSP dan pelaku usaha Dugaan tindakan korupsi di pelayanan publik | 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
kesehatan kesehatan telah sesuai prosedur dan 2. Peninjauan Lapangan
pelaksanaannya di lapangan telah sesuai 3. Permintaan Keterangan
ketentuan 4. Pengisian Blanko/Kuestioner
10 Pengawasan pemanfaatan halte Meyakinkan bahwa halte telah berfungsi Ketepatan penggunaan halte dan usaha Ketertiban ruang publik 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
dan parkir liar sesual dengan peruntukannya dan penegakan hukum parkir liar 2. Peninjauan Lapangan
penegakan hukum terhadap kendaraan 3. Permintaan Keterangan
yang parkir tidak sesuai tempatnya 4. Pengisian Blanko/Kuestioner




" OBYEK PENGAWASAN /

L>U<<>r vm20><<>m>z .ﬂ>Icz No‘_v

NO PN " TuuaN RUANG LiNGKiP .. SASARAN ANALISISRISIKO . " " | - TEKNIK PENGAWASAN - | remaan L auMLaH HARS
o .v._»z__nmm_z»x_%x_am__.Ez_._c_._>9_mmv 5_z0<_ ' S co- U : s Pl T
P] 2 3 ¢ 5 6 7 8 9 10
11 Pengawasan izin pariwisata Meyakinkan bahwa pelay izin izin usaha pariwisata PTSP dan pelaku usaha Dugaan tindakan korupsi di pelayanan publik | 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
pariwisata telah sesuai prosedur dan 2. Peninjauan Lapangan
ketentuan 3. Permintaan Keterangan
4. Pengisian Blanko/Kuestioner
12 Pengawasan rehab gedung Meyakinkan bahwa rehab sekolah telah Perencanaan, pelaksanaan dan SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKeu, PPBJ, Kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
sekolah sesuai ketentuan pengawasan rehab sekolah PPHP dan ASN lainnya 2. Peninjauan Lapangan
3. Permintaan Keterangan
4. Pengisian Blanko/Kuestioner
13 pengawasan Akhir Masa ,_mcm.m: 1. Menilai Batasan Tanggung Jawab 1. Pengelolaan kepegawaian; 1. pengelolaan kepegawaian; Tertib laporan pertanggung jawaban 1. Penelitian Dokumen/data 10 10
(Pamjab) antara pejabat lama dengan pejabat 2. Pengelolaan barang milik daerah; | 2. tata kelola barang; 2. Peninjauan Lapangan
yang baru; 3. Pengelolaan keungan daerah, 3. tata kelola keuangan daerah. 3. Permintaan Keterangan
2. Memberikan masukan kepada Kepala 4. Pengisian Blanko/Kuestioner
SKPD yang baru berupa
rekomendasi/saran perbaikan atas
kemungkinan terjadinya
penyimpangan/kelemahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan
\\
[ PENGAWASAN ATAS PENGADUAN §>m<>x>x>ﬂ . . X
1 Penanganan Kasus Pengaduan/ |Memberikan pendapat atas hasil 1. Pengadaan Barang/ Jasa; SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKeu, PPHP, Dugaan penyalahgunaan wewenang dan 1. Pengecekan data; 10 15
Limpahan/ Perintah Pimpinan pemeriksaan terhadap kebij ilak 2. Sengketa pertanahan; PPBJ dan ASN lainnya tindakan korupsi 2. Permintaan keterangan;
‘> .{dan produk hukum lainnya yang dinilai 3. Tata kelola keuangan; 3. Cek fisik

4. Tata kelola Barang Milik Daerah;

§. Tata kelola Aparatur;

€. Kebijakan Administrasi
Pemerintahan.

Pit. GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
_mc_AO._.> JAKARTA,

’




Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA BARAT
. TAHUN 2017
v : i -1 ~ . JADWAL PENGAWASAN TAH R B Ce :
L OBYEK-PENGAWASAN/ - Sl - z - ’ ) S . ) . ) . . . - ] .
b NO URAIAN AN T)L%z_ ug ‘.Ez* JuL _,ba.ﬂ . ._‘Ecwz RUANG LINGKUP. SASARAN gp_wnw.awvno . ) ._,m.xz_x PENGAWASAN ,.:,..zt»: I)w_
] — L < 3 3 7 6 10
PENGAWASAN KINERJA / REGULER . .~ ) . Ll - G : o . T . cL o : ]
1 Suku Dinas Penanaman Modal 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung 1. Tata kelola keuangan; 1. Mengetahui Pelaksanaan Pelayanan 1. Desk audit/ pengawasan 20 ~
dan Pelayanan Terpadu Satu peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; Terpadu Satu Pintu dokumen;
Pintu ! berlaku; 3. Pengelolaan Barang 3. Pengadaan barang/ jasa;
1 . 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw: 2. Mengetahul Usaha P Modal 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja:
efektif dan ekonomis (3E); Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Survey tapangan/ pemeriksaan
| . fislk (peninjauan lapangany;
: 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
_ per ian intem p i telah
berjalan;
4. Melakukan p N
Tindak Lanjut Hasil
3 Pemeriksaan/Pengawasan BPK R dan
8 APIP;
g 5. Memberik K dasi/saran
! perbaikan apabila di kell
dalam pelaksanaan tugas.
2 Suku Dinas Pemberdayaan, R 1. Menilai ketaatarvkepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola kevangan; 1. Untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan |1, Desk audit/ pengawasan 10 20
Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; ruang publik atau anak; dokumen;
Pengendalian Penduduk i berdaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;
3 4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai; 2. Sgji upaya gahan ke} 112, W, Klarifikasi,
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja : terhadap perempuan dan anak yang sudah
efektif dan ekonomis (3E); « Anggaran berbasis kinerja yang disusun dilakukan; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
dengan menganut prinsip efektif, efisien dan fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem ekonomis sesuai dengan program dan 3. Upaya pengendalian peftumbuhan
SR pengendalian intem p i telah sasaran; penduduk di Provinsi DKI Jakarta
berjalan; kependudukan;
. - Anggaran disusun dengan menggunakan e-
4. Metakukan pemantauan penyelesalan Budgeting
: Tindak Lanjut Hasi! R Umum P d: yang di
> Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan telah mengakomadir rencana kebutuhan
APIP; barang unit;
~ Rencana Umum Pengadaan telah
5. Memberikan rek dasi dipublikasikan melalui papan pengumuman
K P 1 apabila ditemukan kel resmi;
dalam pelaksanaan tugas. R penyad. dilakukan melalui Unit
Layanan Pengadaan Daerah (ULPD);
- Percep P 1 gender
melalui PPRG;
- Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan
P p dan pedindungan p p dan
anak;
- Gerakan sadar kesetaraan gender sejak dinl;
. - Program bina ketah dan pemb. y
: keluarga;
. - Pengembangan potensi b yaap
; perempuan
P: bangan potensi pemberdayaan
perempuan;
- Peningk peran serta yarakat dalam
) pelayanan KB
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Suku Dinas Lingkungan Hidup

7
Merupakan SKPD hasil dari Penggabungan

peraturan perundang-undangan yang
beriaku;

4. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3E);

5. Menilai apakah pelaksanaan sistemn

peng ian intem p intah telah
berjalan;

6. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil

pengawasan/Pengawasan BPK R dan
APIP; .

7. Memberikan rek dasi/ )
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

- Anggaran berbasis kinefja yang disusun
dengan menganut prinsip efektif, efisien dan
ekonomis sesuai dengan program dan
sasaran;

+ Rencana Umum Pengadaan yang disusun
telah mengakomodir rencana kebutuhan
barang unit;

" - Rencana Umum Pengadaan telah

dipublikasikan melalui papan pengumuman
resmi
- Rencana pengadaan dilakukan melalui Unit
Layanan Pengadaan;

Daerah (ULPD);

- Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan
dasar sesuai standar termasuk datam hal
sarana prasarana, obat, alat kesehatan,
tenaga kesehatan dan pengelolaannya.

- Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan,

- Pengembangan jenis pélayanan pada Rumah
Sakit.

fisik (peninjauan lapangan);

1. ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tata kelola keuangan; 1. Desk audit/ pengawasan
& peraturan perundang-undangan yang 2. Tata kelola aset; - fungsi atas urusan Lingkungan Hidup dan dokumen;
berlaky; 3. Pengadaan barang/ jasa; urusan Pekerjaan Umum, serta untuk
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; menjamin tugas pokok dan fungsi atas urusan|2. Wawancara/ kiarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisien 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja : Lingkungan Hidup dari suatu Badan menjadi
' efektif dan ekonomis (3E); Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan satu Bidang dalam Dinas, dijalankan sesuai |3, Survey lapangan/ pemeriksaan !
Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan |ketentuan. fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Perusakan Lingkungan Hidup, dan
pengendalian intem pemerintah telah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
begalan; Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
= Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
Suku Dinas Sosial 1. Men etaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD yang memiiiki anggaran |1. Desk audit/ pengawasan 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; yang cukup besar yaitu Rp238,161,587,772 dokumen;
berlaky; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; terdiri dari BL. sebesar Rp44,665,133,772 dan
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelota pegawai BTL sebesar Rp238,449,454,000 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Pefjanjian Kinega :
efektif dan ekonomis (3E); - Registrasi dan identifikasi masalah sosial 2. Penanganan hasil penjangkauan PMKS 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
anak, remajz, lanjut usia, penyandang cacat yang dikirim ke pati penampungan sudah over fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem dan tuna sosial; load, sehingga WBS disalurkan tidak sesuai
pengendalian intern pemerintah telah - Pelayanan bimbingan mental, sosial, dengan peruntukan
berjalan; keterampilan dan bantuan usaha kemandirian
serta penyantunan sosial; 3. Karena prasarana dan sarana panti yang
4. Melakukan pemantauan penyelesalan - Rekomendasi atas adopsi anak dan izin kurang begitu juga dengan WBS yang
Tindak Lanjut Hasil pengasuhan anak menderita penyakit tertentu misainya TBC,
Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan - Kegiatan pemberdayaan, kerjasama dan masih dijadikan satu sehingga rentan tertular
APIP; kemitraan antar lembaga kesejahteraan sosial
masyarakat dzn organisasi sosial asing;
5. berikan rekomend - Pelaksanaan bimbii k i, advokasi
8 perbaikan apabila ditemukan kelemahan dan pendampingan sosial, ketah sosial
dalam pelaksanaan tugas. keluarga, lembaga dan tenaga kesejahteraan
sosial
Suku Dinas Kesehatan 1. Menilai konsistensi perencanaan 1. Tugas dan Fungsi; 1. Evaluasi kegiatan sesuai DPA Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pengawasan 10 20
mengenai Rensra, RPJMD, RPJyang | 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola keuangan; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
tertuang dalam DPA; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Tata kelola aset; dengan prioritas pembangunan dzeerah yaitu
2. Mengevaluasi pencapaian target 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Pengadaan barang/ jasa; Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan |2. Wawancara/ klarifikasi.
o Renstra pada 5 tahun terakhir: 5. Tata kelola pegawai Daerah dan Program Peningkatan Sarana
& 3. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 6. Pencapaian Perjanjian Kinerja: dan Prasarana Kesehatan 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
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efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Has
Pemerksaan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;

5. Memberkan reko i/saran
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

- Pembinaan dan pengembangan kurikulum,
sistem penilaian dan manajemen;

- Penetapan izin pembukaan dan penutupan
penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA
dan Kejuruan;

- Pembinaan sistem manajemen pengadaan

dan pendayagunaan alat pelajaran dan sumber,

belajar;
- Pembinaan, pengendalian dan
pengembangan pendidikan kesetaraan dan

sumber belajar, kursus dan kelembagaan serta

pendidikan masyarakat dan pendidikan anak
usia dini;
- Penetapan pembukaan, pengembangan,

penutupan serta perizinan operasional satuan

ikan nonformal dan informat

dengan prioritas pembangunan daerah yaitu :
Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah;
Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
sekolah;

Penyaluran dana BOS yang diberikan kepada
sekolah;

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
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Suku Dinas Ketahanan Pangan, 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung: 1. Tata kelofa keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pengawasan 10 20
Kelautan, dan Pertanian 5 peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuanga 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
) beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan pricritas pembangunan daeerah yaitu
4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai; Program pengamanan ketersediaan pangan, |2. Wawancara/ Kiarifikasi.
] 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan
efektif dan ekonomis (3E); Distribusi/Pemasaran dan Program 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
peningkatan dan pengawasan mutu dan fisik (peninjauan lapangan);
3. Me apakah pelaksanaan sistem keamanan pangan hasil tanaman pangan dan
pengendalian intem pemenintah telah hortikultura .
Z berjatan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
= Tindak Lanjut Hasil .
v Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbalkan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.
Suku Dinas Bina Marga 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiiiki anggaran 1. Desk audit/ pengawasan i0 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan 2. Tata kelola aset; yang besar dan menjadi perhatian publik dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw: 2. Wawancara/ kiarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja :
efektif dan ekonomis (3E); Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 3. Surveylapangan/ pemeriksaan
i Bangunan Pelengkap Jalan; fisik (peninjauan tapangan);
& 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Pembangunan / Peningkatan Jalan-jalan
- pengendalian intem pemerintah telah Strategis di Provinsi DKI Jakarta; dan
R berjalan; Pembangunan Flyover, Underpass, dan
s Jembatan.
4 4. Melakukan pemantauan penyelesaian
5 Tindak Lanjut Hasil
. Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
G perbaikan apabila ditemukan kelemahan
& dalam pelaksanaan tugas.
BEX
Suku Dinas Pendidikan | 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi 1. Tata kelola keuangan; 1. Merupakan SKPD dengan anggaran besar 1. Desk audi/ pengawasan 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; pada tahun 2017 yaitu Rp2.785.598.733.062,- dokumen;
beriaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw: 2. Merupakan SKPD yang memifiki program |2. Wawancara/ kiarifikasi.
5 2. Menilai pelaksanaan prinsip efi 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: prioritas pembangunan daerah tahun 2017,
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9 Suku Dinas Pendidikan 1! 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang me program 1. Desk audit/ pengawasan 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dokumen; ’
u beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;
4. Pengelolaan Aparatur, 4. Tata kelola pegawai; 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi N §. Pencapaian Perjanjian Kinerja:
efektif dan ekonomis (3E); - Pembinaan dan pengembangan kurikulum, 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sistem penilaian dan manajemen; fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem - Penetapan izin pembukaan dan penutupan
pengendalian intem pemerintah telah penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA
berjalan; dan Kejuruan;
- Pembinaan sistem j 1 pengadaan
4. Melakukan pemantauan penyelesaian dan pendayag alat pelajaran dan sumber
3 Tindak Lanjut Hasif belajar;
M o Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan - Pembinaan, pengendalian dan
S APIP; pengembangan pendidikan kesetaraan dan
) sumber belajar, kursus dan kelembagaan serta
5. Memberikan rekomendasifsaran pendidikan masyarakat dan pendidikan anak
perbaikan apabila ditemukan kelemahan usia dini;
dalam pelaksanaan tugas. - Penetapan pembukaan, pengembangan,
penutupan serta perizinan operasional satuan
pendidikan nonformal dan informal
10 Suku Dinas Sumber Daya Air 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pengawasan 10 20
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelofa aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
beraku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa; dengan prioritas pembangunan daeerah yaitu
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegawai; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan |2. Wawancara/ Klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 5. Pencapaian Perjanjian Kinenja: Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber

e

efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasit
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R dan
APIP;

5. Memberikan rekomer 1
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

Pembangunan / Peningkatan Saluran, Kali /
Sungai, dan kelengkapannya; Pembangunan /
Peningkatan Pompa Sistem Polder dan
kelengkapannya; dan Pembebasan Tanah
untuk Waduk, Situ dan Embung.

Daya Air Lainnya

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);




Umum Pengadaan (RUF)

Pemantauan publikasi Rencana

Melakukan evaluasi dan analisis dalam
rangka pencegahan penyimpangan dalam
pengadaan barang dan jasa, mendorong
SKPD/UKPD untuk segera mempublikasi
RUP

Pengadaan barang dan jasa SKPD/
UKPD

Mengevaluasi penyusunan HPS dan penetapan
spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa

‘Percepatan pelaksanaan PBJ

3. Analisis Data

Pemantauan Pegawai Tidak
Tetap (PTT) di Satuan Polisi
Pamong Praja

Pemantauan Penjatuhan
Hukuman Disiplin

Untuk menilai dan mengevaluasi kontrak

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

1. Menganalisa dan mengevaluasi kontrak kerja

Pengawasan Kas Akhir Tahun
(Tutup Buku) Tahun 2016

Reviu Laporan Keuangan
Semester Il Pemerintah Provinsi
DKi Jakarta Tahun 2016

Pendampingan dan tutup buku
akhir tahun anggaran

Pemantauan penyusunan RKBU
dan RKPBU

Pemantauan
Penyerapan/Realisasi Anggaran
Tahun 2017

Pemberdayaan SDM (PTT) 10 15
kerja PTT dan efekiifitas pelaksanaan tugas | DK! Jakarta dan 6 (enam) Wilayah PTT: 2, Penelitian dokumen
2. Mengevaluasi Pegawai PTT yang mem| 3. Peninjauan Lapangan
kemampuan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban. :
Untuk mengetahui jumiah pegawai DKI SKPD Obrik Bidang | Pegawai di Lingkungan Pemda DK| Jakarta Felaksanaan Penerapan Sanksi 1. Wawancara; 10 15
yang terkena hukuman disiplin 2. Observasi;
3. Analisis Data
Mengetahui penyerapan anggaran akhir ketaatan terhadap peraturan SKPD/UKPD Tertib administrasi keuangan 1. Wawancara; 10 5
tahun 2016 2. Observasi;
3. Analisis Data
Meyakini LKPD Per 31 Desember 2016 LKPD Provinsi DKI Jakarta Th 2016; |Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD, Mendorong opini BPK menjadi WTP 5 40
telah disusun berdasarkan SP} yang LK SKPD / UKPD Th 2016 laporan keuangan mencakup LRA, Neraca,l.O,
memadai dan disajikan sesuai dengan SAP LPE, LAK dan Cal.K
i Mengetahui penyerapan anggaran akhir ketaatan terhadap peraturan SKPD/UKPD Tertib administrasi keuangan 1. Wawancara; 10 15
“itahun 2016
Melakukan evaluasi dan analisis dalam Perencanaan kebutuhan Barang Milik |Mengetahui kebutuhan barang sesuai tugas dan Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI | 1. Wawancara; 10 10
perencanaan kebutuhan Barang M Daerah dan penganggaran fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah Jakarta Tahun 2017 2. Observasi;
Daerah
Melakukan evaluasi dan analisis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyerapan/Realisasi Anggaran Percepatan realisasi pembangunan daerah 1. Wawancara; 10 30

rangka percepatan penyerapan/realisasi
anggaran

2. Observasi;
3. Analisis Data
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9 Pengawasan atas Meny ikan p alahan tertentu Pemerintah Provinsi DK! Jakarta SKPD/ UKPD. KPA, PPTK, Pejabat Pengelala Pricritas pembangunan daerah Provinsi DKI
perintahfinstruksi pimpinan ) Kepegawaian, Pejabat P haan Keuangan, |Jakarta Tahun 2017
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasi Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat ) : ST
10 Pengawasan Akhir Masa Jabatan 1. Menilai Batasan Tanggung Jawab . [ 1. Pengelalaan kepegawaian; 1. Pengelolaan kepegawaian; Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKl | 1. Penelitian Dokumen/data
(Pamjab) antara pejabat lama dengan pejabat 2. Pengelolaan barang milik daerah; | 2. Tata kelola barang Jakarta Tahun 2017 2. Peninjauan Lapangan
yang baru; . | 3- Pengelolaan keuangan daerah. 3. Tata kelola keuangan daerah . 3. Permintaan Keterangan

2. Memberikan masukan kepada Kepala
SKPD yang baru berupa
rekomendasi/saran perbaikan atas
kemungkinan terjadinya
penyimpangan/kelemahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan

Pengisian Blanko/Kuestioner

Per Kasus P
Limpahan/ Perintah Pimpinan

Memberikan pendapat atas hasil mxvc.\ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Dugaan penyalahgunaan wewenang dan

. vmsmmnm,mr Barang/ Jasa;
k ) terhadap k

1. Pengecekan data;
. Sengketa pertanahan;

P i P . Kepegawaian, Pejabat Per 1aan Keuangan, |tindakan korupsi . 2. Permintaan keterangan;
dan produk hukum tainnya yang dinilai . Tata kelola keuanga Pejabat Pembuat Komil Pejabat Per 3. Cek fisik
melanggar ketentuan. . Tata kelola Barang Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

. Tata kelola Aparatur; dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi

. Kebijakan Administrasi Jakarta Barat

Pemerintahan.

.




INSPEKTORAT WILAYAH PEMBANTU KOTA ADMINISTRAS| JAKARTA TIMUR

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN

Lampiran VI : Keputusan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

efektif dan ekonomis (3E):

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan; .

4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasit
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan
APIP;

5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kel 1an dalam pelaksanaan tugas.

Daya Air Lainnya

3. Survey lapangan/ pemeriksaan

fisik (peninjauan lapangan);

TAHUN 2017
i IR - - RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017 . i R R AR e T i
NO OBYEK PENGAWASAN/ ;e T T T TUJUAN " RUANG LINGKUP - SASARAN. - ANALISISRISIKO TEKNIK PENGAWASAN - - | . JUMLAH
URAIAN JAN [ FEB | MARIAPR| MEI | JUN JUL |AGT SEP | OKT|NOV| DES : e T T : R PERSONIL
1 2 4 6 7 8 9
A ' |PENGAWASAN KINERJA/ REGULER N . e e T B S cL S e d T . C e
1 Suku Dinas Bina Marga 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap  |1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD yang me anggaran 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
peraturan perundang-undangan yang  |2. Pengelolaan Keuangan 2. Tata kelola Aset; yang besar dan menjadi perhatian publik dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa;
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai; 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. . Pencapaian Pefanjian Kinerja.
efektif dan ekonomis (3€); 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah telah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
: i Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Ri dan
APIP;
§. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
2 Suku Dinas Sumber Daya Air 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap  |1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
peraturan perundang-undangan yang [2. Pengelolaan Keuangal 2. Tata kelola Aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
bertaku; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; dengan prioritas pembangunan daeerah yaitu
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai Program Pengembangan, Pengelolaan, dan | 2. Wawancara/ Klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. §. Pencapaian Perjanjian Kinerja. Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber
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Suku Dinas Pendidikan | 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fung: 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD yang memi 1. Desk audit/ pemerksaan
peraturan perundang-undangan yang  |2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola Aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; dengan prioritas pembangunan daerah yaitu :
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai; Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. 5. Pencapaian Pefjanjian Kinerja: Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
efektif dan ekonomis (3E); Pungutan liar pada pelayanan publik di sekolah; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sekolah, kondisi sarana dan prasarana fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem sekolah, dan revitalisasi sekolah.
pengendalian intem pemerintah telah
berjatan;
4. Mel: p penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK R dan
APIP;
5. Memberikan reke dasil
. perbaikan apabila ditemukan
kel dalam pelaksanaan tugas.
Suku Dinas Pendidikan if 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
p p dang-undangan yang |2. Per 1 Keuangan; 2. Tata kelola Aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dokumen;
beriaku; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; dengan prioritas pembangunan daerab yaitu :
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai; Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; 2. Wawancara/ klarifikasi.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4., §. Pencapaian Pefjanjian Kinerja: Pengadaan Sarana yang diserahkan pada
efektif dan ekonomis (3E); Pungutan liar pada pelayanan publik di sekolah; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sekolah, kondisi sarana dan prasarana fisik (peninjauan lapangan),
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem sekolah, dan revitalisasi sekolah.
Pengendalian intem pemenntah telah
beralan;
4. Melak p Y penyel ian : .
Tindak Lanjut Hasit
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;
5. Memberikan rekc dacif .
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam petaksanaan tugas.
Suku Dinas Penanaman Modal 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 15
dan Pelayanan Terpadu Satu peraturan perundang-undangan yang |2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata kelola Aset; prioritas pelayanan terpadu tahun 2017, yaity dokumen;
Pintu berlaku; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; pelayanan perizinan
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai; 2. Wawancara/ klarifikasi.

N

. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistemn
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

P 1 peny
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Ri dan
APIP;

5. Memberil . dasi

T 1
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelak

tugas.

4.

3. Survey _mum.zmm_._\ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
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[ Suku Dinas Lingkungan Hidup 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Merupakan SKPD hasil dari Penggabungan | 1. Desk audit pemeriksaan
peraturan perundang-undangan yang  [2. Pengelotaan Keuangan; 2. Tata kelola Aset; fungsi atas urusan Lingkungan Hidup dan dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang 3. Pengadaan Barang/Jasa; - |urusan Kebersihan, serta untuk menjamin
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Keloia Pegawai; tugas pokok dan fungsi atas urusan 2. Wawancara/ klarifikasi.
2, Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi 4. Lingkungan Hidup dari suatu Kantor menjadi
efektif dan ekonomis (3E); satu Bidang dalam Suku Dinas, dijalankan 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
sesuai ketentuan. fisik (peninjauan lapangan);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah teiah
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK Ri dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
7 Suku Dinas Pemberdayaan, 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tatakelola Keuangan; Untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
Perfindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang |2 Pengelolaan Keuangal 2. Tata kelola Aset; ruang publik atau anak; dokumen;
Pengendalian Penduduk berlaku; 3. Pengeloiaan Barang milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa;
Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Pegawai; Sejauhmana upaya pencegahan kekerasan | 2. Wawancara/ Karifikasi.
2. Menifai pelaksanaan prinsip efisiensi 4, terhadap perempuan dan anak yang sudah
efektif dan ekonomis (3E); ditakukan; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan tapangany);
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk
pengendalian intem pemerintah telah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
berjalan;
4. Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan
APIP;
5. Memberikan rekomendasi/saran
perbaikan apabila ditemukan
kelemahan dalam pelaksanaan tugas.
Eis - "
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ) ) S U o N B S . e L - i . RN
1 Pemantauan Rencana Umum Melakukan evaluasi dan analisis dalam Pengadaan barang / jasa SKPD Mengevaluasi identifikasi kebutuhan, pemaketan ‘Percepatan pelaksanaan PBJ 1. Wawancara; ' 18 20
Pengadaan (RUP) rangka pencegahan penyimpangan dalam pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penetapan 2. Observasi;
pengadaan barang/jasa serta mendarong spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa 3. Analisis Data
SKPD mempublish RUP ke dalam SIRUP serta organisasi pengadaan
2 Pemeriksaan terhadap Kinerja Melakukan evaluasi dan analisis dalam PHL/Non PNS di Wilayah Kota Mengetahui kinerja PHL/Non PNS di wilayah Kota |Kebutuhan tenaga PHL/ Non PNS 1. Wawancara; 18 20
PHL/Non PNS Pemakaman di kinerja PHL/Non PNS Pemakaman di Administrasi Jakarta Timur Administrasi Jakarta Timur Pemakaman 2. i
Wilayah Kota Administrasi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur 3. is Data
Jakarta Timur
3 Pemantauan Penyerapan/ Melakukan evaluasi dan an Dokumen Petaksanaan Anggaran Penyerapan/Realisasi Anggaran Percepatan realisasi pembangunan daerah 1. Desk Audit 18 20
Realisasi Anggaran Tahun 2017 rangka percepatan penyerapan/realisasi 2. Wawancara
anggaran 3. Peninjauan Lapangan (jika
diperlukan)
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4 Pemeriksaan penataan Menilai/ mengetahui apakah penataan PKL Pedagang Kaki Lima yang berada di Terselenggaranya Penataan PKL yang berada di |PKL liar dituar sarana yang disediakan untuk | 1. Desk audit/ pemeriksaan 18
Pedagang Kaki Lima {PKL) pada sudah sesuai dengan aturan Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara [Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara berjualan dokumen;
Suku Dinas Koperasi, UKM, serta di 3 (tiga) Kecamatan Kota 2, Wawancara/ Klarifikasi.
Perdagangan Administrasi Jakarta Timur
3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
5 Pemeriksaan Pemberian Surat Menilaiimengetahui apakah pemberian Perizinan usaha bidang kesehatan Mengidentifikasi dan penggunaan surat Tenaga media yang belum sesuai dengan 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
Rekomendasi Perizinan Usaha surat rekomendasi perizinan usaha bidang |diluar PTSP di 3 {tiga) Kecamatan rekomendasi perizinan usaha bidang kesehatan tenaga medis; ruang media yang belum dokumen;
Bidang Kesehatan diluar PTSP kesehatan diluar PTSP sudah berjalan Kota Administrasi Jakarta Timur diluar PTSP sesuai dengan izin badan usahanya; obat 2. Wawancara/ kiarifikasi.
pada Suku Dinas Kesehatan sesuai dengan aturan yang berfaky yang telah memiliki izin dari BPOM
3. Peninjauan lapangan
6 Pemeriksaan Keberadaan Marka Menilai keberadaan dan manfaat dart Seluruh Marka Jalan di 6 (enam) Terselenggaranya Marka Jalan di Wilayah Kota |Kualitas dan Kuantitas keberadaan marka 1. Desk audit/ pemeriksaan 18 20
Jalan pada 6 (enam) Kecamatan marka jalan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta |Administrasi Jakarta Timur jalan dokumen;
di Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Wawancara/ Klarifikasi.
Timur 2 f
i 3. Survey lapangan/ pemeriksaan .
fisik (peninjauan lapangan);
7 Pemeriksaan Pemeliharaan Menilai kualitas saluran PHB Saluran PHB di 3 (tiga) Kecamatan Terselenggaranya Penilaian kualitas dari Terintegrasi saluran PHB di 3 (tiga) 1. Desk audit/ pemerksaan 18 20
Saluran PHB di 3 (tiga) Kota Administrasi Jakarta Timur pemeliharaan saluran PHB Kecamatan dokumen;
Kecamatan Kota Administrasi 2. Wawancara/ Klarifikasi.
Jakarta Timur
3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);
8 Pemeriksaan Kegiatan B Menilai luas dan kyalitas taman dan jalur | Taman dan Jalur RTH di 3 {tiga) Tersel ya-Pemerik 1luas dan kualitas  |Adanya indikasijenis tanaman yang 1. Desk Audit 18 20
Pemeliharaan Taman dan Jalur i RTH Kecamatan Kota Administrasi Jakarta [taman dan jalur RTH terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi 2. Wawancara
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 3 Timur N yang dibutuhkan dalam perencanaan; adanya| 3. Peninjauan Lapangan
(tiga) Kecamatan Kota indikasi tidak sesuainya jumlah volume antara
Administrasi Jakarta Timur kontrak dengan yang terpasang
9 Pemeriksaan Keberadaan Menilai penetapan titik dippo/l PS (lokasi  [Penilaian titik dippo/LPS (lokasi Terselenggaranya Pemeriksaan keberadaan dippo |Penyebaran titik dippo/LPS; analisa 1. Desk Audit 18 20
Dippo/LPS (Lokasi pembuangan sampah) apakah sudah pembuangan sampah) di seluruh (lokasi pembuangan sampah) pada titik lokasi di kebutuhan volume sampah; Dippo/LPS yang | 2. Wawancara
Pembangunan Sampah) di sesuai dengan prosedur yang berlaku Kecamatan Witayah Kota Administrasi | seluruh Kecamatan Wilayah Kota Administrasi belum dilengkapi amdal 3. Peninjauan Lapangan
layah Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur Jakarta Timur
Timur
10 Pemeriksaan Pernzinan Menilai perizinan ketenagakerjaan apakah |Perzinan Ketenagakerjaan diluar Terselenggaranya Pemeriksaan perizinan Pelayanan ketenagakerjaan yang tidak 1. Desk Audit 18 20
Ketenagakerjaan diluar PTSP sesuai dengan aturan yang berfaku PTSP di 3 (tiga) Kecamatan Kota ketenagakerjaan apakah sesuai dengan aturan melalui PTSP; belum memiliki standar 2. Wawancara
pada Suku Dinas Tenaga Kerja Administrasi Jakarta Timur yang berlaku pelayanan minimum (ISO 9001} 3. Observasi
dan Transmigrasi Kota 4. Peninjauan lapangan
Administrasi Jakarta Timur
" Pemantauan Penerimaan Mund Melihat dan menilai ketepatan wakty Penerimaan Murid Baru pada sekolah- Terselenggaranya Pemeriksaan Penerfimaan Murid | Penerimaan marid baru secara transparan 1. Desk Audit 18 20
Baru pada sekolah-sekolah di penerimaan murid baru serta melihat dan  |sekolah Kota Administrasi Jakarta Baru apakah sesuai dengan ketentuan yang 2. Wawancara
Kota Administrasi Jakarta Timur menilai kesesuaian penerimaan murid baru [Timur berlaky 3. Peninjauan Lapangan
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Pemantauan pelayanan KTP (e- Melihat dan menilai & di KTP (e- |[Pelay KTP (e-KTP) pindahan darif T: lengg ya P ik Pelay KTP (e-|Perpindahan penduduk dari {uar DKI ke 1. Desk Audit 18
KTP}) pindahan dari daerah dan KTP) serta melihat dan menilai banyaknya [daerah dan pelayanan akte kelahiran KTP) pindahan dari daerah dan pelayanan akte wilayah Jakarta Pusat; keakuratan data 2. Wawancara
pelayanan akte kelahiran dari penduduk fuar kota DKI Jakarta yang dari Puskesmas di 3 (tiga) Kecamatan |kelahiran dari Puskesmas apakah sesuai dengan |kelahiran yang terbit dari akte kelahiran di 3. Observast
Puskesmas pindzah ke wilayah Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur ketentuan yang berlaku Puskesmas 4. Peninjauan lapangan
13 Pengawasan dalam Rangka Pengurus Barang melaporkan barang SKPD di lingkungan Kota Adm Ketepatan penatausahaan barang Tata Kelola Persediaan 1. Desk Audit 18 20
Penutupan Barang Persediaan persediaan tepat waktu Jakarta Timur 2. Verifikasi data barang
Semester | TA 2017 3. Wawancara
14 Pengawasan dalam Rangka Meyakini saldo kas dan persediaan akhir |Kas dan Persediaan Untuk menentukan saido kas dan persediaan akhir | Tertib administrasi keuangan 1. Pengumpulan data secara 18 20
Penutupan Kas Akhir Tahun tahun anggaran 2017 tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD sampling;
2017 2. Analisis dokumen;
3. Melakukan peninjauan lapangan;
4. Melakukan wawancara
15 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan 1. Menilai Batasan Tanggung Jawab 1. Pengelolaan kepegawaian; 1. Pengelolaan kepegawaian; Tertib laporan pertanggung jawaban 1. Penelitian Dokumen/data; 18 20
(Pamjab) antara pejabat lama dengan pejabat 2. Pengelolaan barang milik daerah; | 2. Tata kelola barang 2. Peninjauan Lapangan;
yang baru; 3. Pengelolaan keuangan daerah. 3. Tata kelola keuangan daerah. 3. Permintaan Keterangan;
2. Memberikan masukan kepada Kepala 4. Pengisian Blanko/Kuestioner
SKPD yang baru berupa
rekomendasi/saran perbaikan atas
kemungkinan terjadinya
penyimpangan/kelemahan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan
16 Pemantavan Tindak Lanjut Hasil Meningkatkan percepatan proses Tindak | Temuan dan rekomendasi/saran hasil [SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Tertib tindak lanjut hasil pemeri Per dokumen/data 18 20
Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun Lanjut Hasil pengawasan (TLHP) BPK pemerksaan Kep ian, Pejabat Penat; haan Keuangan, pendukung: bukti setoran, surat-surat
2016 dan Tahun Sebelumnya Tahun 2016 dan tahun sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan teguran/peringatan, dan bukti-bukti
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasi Pekerjaan, pendukung yang lain
dan ASN lainnya di Witayah Kota Administrasi
Jakarta Timur
17 Pengawasan atas Perintah/ denyelesaikan p 1 tertentu SKPD di lingkungan Kota Adm SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI | 1. Telaahan staf, Pengecekan data; 18 10
Permintaan Pimpinan Jakarta Timur Kepegawalan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, (Jakarta Tahun 2017 2. Permintaan keterangan;
’ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan 3. Cek fisik
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Timur
C.. |PEMERIKSAAN KASUS / AUDIT | . , S o .
1 Penanganan Kasus Pengaduan/ J Memberikan pendapat atas hasil 1. Pengadaan Barang/ Jasa; SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Dugaan penyalahgunaan wewenang dan 1. Pengecekan data; 10 20

Limpahan/ Perintah Pimpinan

;|pemerksaan terhadap kebijakan, perilaku,
dan produk hukum lainnya yang di
melanggar ketentuan.

2. Sengketa pertanahan;
3. Tata kelola keuanga

5. Tata kelola Aparatur;
6. Kebijakan Administrasi
Pemerintahan.

Kepegawaian, Pejabat P sah; Keuangan,
Pejabat Pembuat Kol en, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Timur

tindakan korupsi

2. Permintaan keterangan;
3. Cek fisik
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Lampiran VIl : Keputusan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
~ Ibukota Jakarta

Nomor .
. Tanggal

- ' JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT WILAYAH PEMBANTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN No\_ﬂ

T

L

T o

PENGAWASAN KINERJAT RE

_rmﬂ

Suku Dinas Lingkungan Hidup

1. Menilai kepatuhan terhadap
ketentuan/peraturan yang beriaku;

. Tugas dan Fungsi; 1. Tata Kelola Keuangan; Sejalan dengan misi Pemprov DK! Jakarta 1. Desk Audit
Pengelolaan Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; . "Menjadikan Jakarta bebas dari masalah
Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; menahun seperti banjir, kumuh, sampah dii | 2. Wawancara
mumxm: pelaksanaan . Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Kepegawaian; . serta merupakan penggabungan 2 SKPD
ggaran, pengel 5. Pencapaian Pe yaitu Dinas Kebersihan dan BPLHD 3. Konfirmasi dan Peninjauan
uma:o dan uw:mma_mm: kepegawaian Lapangan (jika diperiukan)
serta pengadaan barang/jasa telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif;

N

el

Mengidentifikasi kelemahan sistem

ian intem atas pelak
wmm_mﬁn yang telah a__mrmm:mxmz
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Y

. Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
keiemahan/kekurangan daiam
pelaksanaan tugas

Suku Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpady Satu
Pinty

1. Menilai kepatuhan terhadap

- Tugas dan Fungsi; 1. Tata Kelola Keuangan; Sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta 1. Desk Audit 5 20
ketentuan/peraturan yang berlaku;

- Pengelolaan Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; "Membangun pemerintahan yang bersih dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan Barang/Jasa; transparan serta berarientasi pada pelayanan | 2. Wawancara
. Menilai apakah pelaksanaan . Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Kepegawaian; publik serta merupakan UKPD pelayanan
pengelolaan anggaran, pengelolaan S$. Pencapaian Penilaian Kinerja. dengan p 1 fungsi pelay 1 3. Konfi i dan Peninjauan
barang dan pengelolaan kepegawaian Penanaman Modat . Lapangan (jika diperiukan)
serta pengadaan barang/jasa telah :
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif;

N
PN

. Mengidentifikasi kelemahan sistem
pengendalian intem atas pelak
kegiatan yang telah dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

. Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas

——— et
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A JADWAL BENGAWASAN TN

Suku Dinas Pemberdayaan,
Perindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk

1. Meniiai kepatuhan terhadap

2

FN

. Memberikan rekomendasi atau saran

ketentuan/peraturan yang berlaku;

Menilai apakah pelaksanaan

pengelolaan anggaran, peng

barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barang/jasa telah
laksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif;

Mengidentifikasi kelemahan sistem
pengendalian intem atas pelak d
kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas

1. Tugas dan Fungsi
2. Pengelolaan Keuanga
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tata Kelola Keuangan;

2. Tata Kelola Aset/Barang;

3. Pengadaan Barang/Jasa;

4. Tata Kelola Kepegawaian;

§. Pencapaian Penilaian Kinerja.

UKPD baru (penggabungan)

1. Desk Audit
2, Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperlukan)

Suku Dinas Pendidikan Wilayah |

-

w

EN

. Menilai kepatuhan terhadap

ketentuan/peraturan yang beraku;

Menilai apakah pelaksanaan
pengelolaan anggaran, pengelolaan
barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barang/jasa telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efekti;

Mengidentifikasi kelemahan sistem

p dalian intem atas pelak
kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan datam
pelaksanaan tugas

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Barang
4. Pengelolaan Aparatur.

k Daerah;

1. Tata Kelola Keuangan;

2. Tata Kelola Aset/Barang;

3. Pengadaan Barang/Jasa;

4. Tata Kelola Kepegawaian;
§. Pencap:

Merupakan SKPD/UKPD dengan Anggaran
cukup besar serta terkait Penyediaan biaya
BOP-BOS

1. Desk Audit
2. Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)

20

Suku Dinas Pendidikan Wilayah
]

ad

w

ol

Menilai kepatuhan terhadap
ketentuan/peraturan yang berlaku;

Menilai apakah pelaksanaan
pengelolaan anggaran, pengelolaan
barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barang/jasa telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif:

Mengidentifikasi kelemahan sistem
pengendalian intem atas pelaksanaan
Kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milk Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur,

1. Tata Kelola Keuangan;

2. Tata Kelola Aset/Barang;

3. Pengadaan Barang/Jasa;

4. Tata Kelola Kepegawaian;

§. Pencapaian Penilaian Kinerja.

Merupakan SKPD/UKPD dengan Anggaran
cukup besar serta terkait Penyediaan biaya
BOP-BOS

1. Desk Audit
2. Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika dipertukan)

20
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Suku Dinas Penanggutangan
Keb 1 dan Per

y an

~

w

el

Menilai kepatuhan terhadap
ketentuan/peraturan yang bedaku;

. Menilai apakah pelaksanaan

Pengelolaan anggaran, pengelotaan
barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barang/jasa telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif;

. Mengidentifikasi kelemahan sistern

pengendalian intem atas pelaksanaan
kegiatan yang telah ditaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas

1. Tugas dan Furigsi;

2. Pengelolaan Keuangan; i
3. Pengelolaan Bararig Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tata Kelola Keuangan;
2. Tata Kelola Aset/Barang;
3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Kelola Kepegawaian;
m

an Kinerja,

. Pencapaian Pen|

Program prioritas : Peningkatan sarana
Prasarana penangguiangan kebakaran

1. Desk Audit
2, Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)

5

Suku Dinas Bina Marga

bl

>

Me kepatuhan terhadap
ketentuan/peraturan yang beraku;

Menilai apakah pelaksanaan
pengelolaan anggaran, pengelolaan
barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barangfjasa telah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisien dan efektif:

Mengidentifikasi kelemahan sistem
pengendalian intern atas pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan datam
pelaksanaan tugas

. Tugas dan Fungsi;

. Pengelolaan Keuarigan;

. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
. Pengelolaan Aparatur.

EERNES

1. Tata Kelola Keuarigan;

2. Tata Kelola Asel/Barang;

3. Pengadaan Barang/Jasa;

4. Tata Kelola Kepegawaian;

5. Pencapaian Penilaian Kinerja.

Program prioritas
Pembangunan/peningkatan jalan dan
jembatan, diantaranya Peringkatan jalan
wilayah kecamatan, pemeliharaan berkala
berat jalan dan perbaikan jalan lingkungan

1. Desk Audit
2. Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperukan)

20

Suku Dinas Sumber Daya Air

epatuhan terhadap
ketentuan/peraturan yang bedaku;

- Menilai apakah pelaksanaan

pengelolaan anggaran, pengelolaan
barang dan pengelolaan kepegawaian
serta pengadaan barangfjasa telah
aksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, e

asi kelemahan sistem
pengendalian intem atas pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fung:

. Memberikan rekomendasi atau saran

perbaikan atas kemungkinan adanya
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas

1. Tugas dan Fungs
2. Pengelolaan Keuangan,
3. Pengelolaan Bararig Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tata Kelola Keuangan;

2. Tata Kelola Aset/Barang;

3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Kelola Kepegawaian;
5. Pencapaian Pe

Sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta
"Menjadikan Jakarta bebas dari masalah
menahun seperti banjir melalui program
peningkatan turap kali/saluran PHB;
Pemeliharaan pompa, rumah pompa

1. Desk Audit
2. Wawancara

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jka diperiukan)

20
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9 Suku Dinas Tenaga Kerja dan 1. Menilai kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi; 1. Tata Kelola Keuangan; Program prioritas : P ing k p 1. Desk Audit 5
Transmigrasi ketentuan/peraturan yang berlaku; J2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; kerjadan p gl sistem pel;
3. Pengelolaan Barang Daerah; | 3. Pengadaan Barang/lJasa; penempatan kefja 2. Wawancara
2. Menilai apakah pelaksanaan 4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata Kelola Kepegawaian; . .
pengelolaan anggaran, pengelolaan 5. Pencapaian Pe 3. Konfimnasi dan Peninjauan
barang dan pengelolaan kepegawaian Lapangan (jika diperlukan)
serta pengadaan barangfjasa telah .
dilaksanakan sesuai dengan prinsip -
ekanomis, efisien dan efekti
3. Mengidentifikasi kelemahan sistem
pengendalian intem atas pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fung
4. Memberikan rekomendasi atay saran
perbatkan atas kemungkinan adanya .
kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan tugas
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PD , ST e NN TR R E
Pengawasan Penutupan Buku o] Menilai/mengetahui apakah Buku Kas telah |UKPD di lingkungan Kota Adm. 1. Tata Kelola Keuangan; ini! i k gan dan p 1. Desk Audit 20 5
dan Stock Opname Persediaan ditutup sesuai dengan ketentuan, Jakarta Utara 2. Barang Persediaan.
TA.2018 mengetahui posisi saldo akhir tahun, 2. Wawancara
Setoran Sisa Anggaran dan posisi stock ) .
opname persediaan 3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperlukan)
2 Pemantauan publikasi Rencana Mengetahui tingkat kepatuhan SKPD/UKPD|UKPD g gkungan Kota Adm. Rencana Pengadaan TA 2017 ‘Percepatan pelaksanaan PBJ 1. Desk Audit 20 10
Umum Pengadaan (RUP) dalam pelaksanaan pengadaan Jakarta Utara
- barang/jasa 2. Wawancara
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperukan)
3 Pengawasan Khusus atas Menilai ji apakah pelaksanaan |Kec Tanjung Prick & Kelurahannya  [Pengadaan Barang/Jasa Kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa 1. Desk Audit 5 20
Pengadaan Barang/Jasa pada PBJ pada Kec/Kelurahan Tanjung Priok
Kecamatan/ Kelurahan Tanjung telah ditaksanakan sesuai dengan 2. Wawancara
Priok ketentuan
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)
4 Pemantauan Penerimaan | Mengetahui apakah pelaksanaan PPDB SD, SMP, SLTA Peserta didik baru Penerimaan peserta didik baru menjadi 1. Desk Audit 20 15
Peserta Didik Bary (PPDB) sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak perhatian masyarakat
ada kecurangan 2. Wawancara
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)
s Pengawasan Khusus Pelayanan ' Menilai/mengetahui kinefja Pelayanan Sudin kependudukan dan pencatatan Pelayanan kependudukan Program prioritas : Pengelolaan, 1. Desk Audit 5 10
Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil peng danp f data
kependudukan dan catatan sipil 2. Wawancara
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)
r v




PEE e

SRR . > 5 S o : >
Ve Stiman s S . - K o . SARA e = g 5
- R R e . - . : i . -
1 ) 6
6 Pengawasan Khusus atas Menilai apakah pelaksanaan belanja sudah [Sudin Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa Program prioritas : Peningakatan Sarana 1. Desk Audit
Belanja Sudin Kesehatan sesuai dengan ketentuan Prasarana Kesehatan,
2. Wawancara
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)
7 Pemantauan Pelayanan Menilai/mer hui kinefja Pelay Pusk Kecamatan 1. Kinerja Pelayanan; Merupakan Unit pelayanan masyarakat 1. Oesk Audit 20 20
Kesehatan pada Puskesmas Kesehatan pada Puskesmas 2. Sarana Prasarana Pelayanan
Kecamatan 2. Wawancara
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)
8 Pengawasan Khusus atas Menilai apakah pengelolaan dana BOP- 20 SD Pengelolaan dana BOP-BOS Sekolah merupakan Lokus Pengelolaan dana | 1. Pemantavan 20 20
Pengelolaan Dana BOP-BOS BOS telah dilak kan sesuai ket BOP-BOS
tingkat SD (20 Sekolah) yang berlaku 2. Wawancara
3. Peninjauan Lapangan (jika
diperlukan)
9 Pengawasan Khusus atas Menilai apakah pengelolaan dana BOP- 20 SMP Pengelolaan dana BOP-BOS Sekolah merupakan Lokus Pengelolaan dana| 1. Pemantauan 20 20
Pengelolaan Dana BOP-BOS BOS telah dilak 1 sesuai ket mO,FmOm
tingkat SMP (20 Sekolah) yang berlaku 2. Wawancara
3. Peninjavan Lapangan (jika
diperiukan)
10 Pengawasan Khusus atas i apakah pengelolaan dana BOP- |20 SLTA (SMA-SMMK) Pengelolaan dana BOP-BOS Sekolah merupakan Lokus Pengelolaan dana| 1. P, 1 20 20
Pengelolaan Oana BOP-BOS BOS telah dilaksanakan sesuai ketentuan BOP-BQOS
tingkat SLTA (20 Sekolah) yang berlaku : 2. Wawancara
3. Peninjavan Lapangan (jika
diperlukan)
" Pengawasan Khusus 505 Menilai apakah pengelolaan anggaran telah|UKPQO ngkungan Kota Adm. 1. Tata Kelola Keuangan; Tertib administrasi keuangan 1. Desk Audit 20 15
Pendampingan dalam rangka laksanakan sesuai ketentuan yang Jakarta Utara (sampling)
Penutupan Buku Akhir Tahun f berlaku 2. Barang Persediaan 2. Wawancara
2017 .
3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jka diperlukan)
12 |Pengawasan Penutupan Buku Merilai/mengetahui apakah Buku Kas telah |UKPD di lingkungan Kota Adm. 1. Tata Kelola Keuangan; Tertib persediaan 1. Desk Audit 20 5
dan Stock Opname Persediaan i+ ditutup sesuai dengan ketentuan, Jakarta Utara * - .
TA2017 mengetahui posisi saldo akhir tahun, 2. Barang Persediaan 2. Wawancara

Setoran Sisa Anggaran dan posisi stock
opname persediaan

3. Konfirmasi dan Peninjauan
Lapangan (jika diperiukan)




Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan / Pemeriksaan

-

Inspeksi Mendadak dalam rangka

Pembinaan Aparatur

15

Pengawasan lain sesuai perintah |

Pimpinan

Mendorong penyelesaian TLHP BPK-RI
dan TLHP APIP oleh SKPD/UKPD

UKPD di lingkungan Kota Adm.
Jakarta Utara

6
SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penefima Hasil Pekerjaan,
dan ASN tainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara

Tertib tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemantauan

5 Menyesuaikan

UKPD di lingkungan Kota Adm.
Jakarta Utara

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara

Tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Inspeksi

Menyesuaikan

Menyelesaikan permasalahan tertentu

Jakarta Utara

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengad.
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DK|
Jakarta Tahun 2017

Menyesuaikan

Penanganan kasus-kasus
pengaduan dan limpahan dari
Instansi lainnya

Memberikan pendapat atas hasil
pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku,
dan produk hukum lainnya yang dinilai
melanggar ketentuan.

UKPD di lingkungan Kota Adm.
Jakarta Utara

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengeloia
Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Utara

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan
{tindakan korupsi

Menyesuaikan

A
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Lampiran VIl : Keputusan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN .
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN ADMIISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2017

OBVEK PENGAWASAN/ | - . JADWAL PENGAWASANTAHUN 2017~ )
i ) . URAIAN ) .,_bz_mm,uT»n.Tvn .&mTczﬁ.Erﬁ

‘|PENGAWASAN KINER A F REGUL i
~[Stku Dinas Sumber Gaya A

 JUMLAH T
PERSONIL:

RUANGLINGKUP |, .. SASARAN

TEKNIK PENGAWASAN-

5

Tata kelola keuangan; {Merupakan SKPD yang m program

Tata kelola aset; [pricritas pembangunan daerah tahun 2017
Pengadaan barang/ jasa;
Tata kelola pegawai; 2. Wawancara/ klarifikasi,
Pencapaian Perjanjian Kinerja

etaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi;
peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan;

berlaky; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur,

dokumen;

[N
G e LN

. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3€);

3. Survey lapangan/ pemerksaan
fisik (peninjauan lapangan);

ot

Menilai apakah pelaksanaan sistem
] per ian intem W telah
berjalan;

. 4. Mel P penyelesai
- Tindak Lanjut Hasil
- - Pemeriksaan/Pengawasan BPK R dan ‘
APIP;

o

Memberikan rekomendasi/saran
) perbaikan apabila ditemukan kelemahar:
. dalam pelaksanaan tugas.

2 Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja

-

- Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap 1. Tugas dan Fungsi;

Peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan;

berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur,

Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memi program 1. Desk audit/ pemeriksaan 8 20
Tata kelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dokumen;
Pengadaan barang/ jasa;
Tata kelola pegawai; 2. Wawancara/ kiarifikasi.
Pencapaian Perjanjian Kinerja

~
OEON

. Menilai pefaksanaan prinsip efisiensi

efektif dan ekonomis (3E); 3. Survey lapangan/ pemeriksaan

fisik (peninjauan lapangan);

w

. Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

o

A | . Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
1m3m;rwsm:\vm=mmimmm= BPK RI dan
APIP;

5. Memberil rekomend
. perbaikan apabila ditemukan kelemahan
.. dalam pelaksanaan tugas.




A

Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sj|

1.

w

»

O

Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
bertaku;

Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3E);

Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah tefah
berjalan;

Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan

APIP;

Memberikan rekomendasi/saran

Pperbaikan apabila ditemukan kelemahan

dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur,

1. Tata kelola kevanga

2. Tata kelola aset;

3. Pengadaan barang/ jasa;
4

5,

. Tata kelola pegawai
. Pencapaian Perjanjian Kinerja

7
[Merupakan SKPD yang memiliki program
prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan
dokumen;

2. Wawancara/ klarifikasi,

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);

Suku Dinas Lingkungan Hidup

Suku Dinas Pendidikan

-

[ad

w

Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap
P ' perundang-undangan yang

Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3€);

Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasi

Pemeriksaan/Pengawasan BPK R! dan

APIP;

Memberikan rekomendasi/saran

perbaikan apabila ditemukan kelemahan

dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tata kelola keuangan;

2. Tata kelola aset;

3. Pengadaan barang/ jasa;
4. Tata kelola pegawa
§. Pencapaian Perjanjian Kinerja

Merupakan SKPD yang memiliki program
prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan
dokumen;

2. Wawancara/ klarifikasi.

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik {peninjauan lapangan);

20

R

%

-

[

w

b

Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
bertaku;

Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi
efektif dan ekonomis (3€);

Menilai apakah pelaksanaan sistem
pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

Melakukan pemantauan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan BPK Rl dan
APIP;

Memberil "

1 reko:

perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan,
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

. Tata kelola keuangan;

. Tata kelola aset;

. Pengadaan barang/ jasa;
Tata kelola pegawal
. Pencapaian Perjanjian Kinerja

WN =

Ll

Merupakan SKPD yang memiliki program
prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan
dokumen;

2. Wawancara/ Klarifikasi.

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);

20
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] Suku Dinas Cipta Karya, Tata 1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap
Ruang dan Pertanahan

1 1. Tata kelola keuangan; Merupakan SKPD yang memiliki program 1. Desk audit/ pemeriksaan
X Peraturan perundang-undangan yang 2. Pengelolaan Keuangan; 2. Tatakelola aset; prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dokumen;
berlaku; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; | 3. Pengadaan barang/ jasa;
4. Pengelolaan Aparatur. 4. Tata kelola pegaw:
Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi §. Pencapaian Perjanjian Kinerja
i efektif dan ekonomis (3E);

2. Wawancara/ klarifikasi.

g

3. Survey lapangan/ pemeriksaan
fisik (peninjauan lapangan);

w

Menilai apakah pelaksanaan sistem
Pengendalian intem pemerintah telah
berjalan;

o
»

Melakukan pemantauan penyelesaian
- Tindak Lanjut Hasil

4 Pemenksaan/Pengawasan BPK Ri dan
4y APIP;

ikan rekomer
perbaikan apabila ditemukan kelemahan
dalam pelaksanaan tugas.

,,M
s
G

o

'é‘ﬁ(":;

Melakukan evaluasi dan analisis dalam Pengadaan barang dan jasa SKPD/ Mengevaluasi identifikasi kebutuhan, p 1 P, p 1aan PBJ 1. Wawancara;
rangka pencegahan penyimpangan dalam | UKPD pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penetapan 2. Observasi;
pengadaan barang dan jasa serta spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa 3. Analisis Data
mendorang SKPD/UKPD mempublish RUP Serta organisasi pengadaan
ke dalam SIRUP
2 Pemantauan PPSU Wilayah Pemantauan jumlah dan tugas PPSU di Jumiah dan tugas PPSU di witayah PPSU di wilayah Kelurahan Kabupaten Pengendalian PPSU . 1. Wawancara; 15 18
Kelurahan Kabupaten wilayah Kelurahan Kabupaten Administrasi |Kelurahan Kabupaten Administrasi Administrasi Kepulauan Seribu 2. Dbservasi;
Administrasi Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu 3. Analisis Data
3 Pemantauan Penggunaan Dana Pemantauan Penggunaan Dana BPJS pada|Penggunaan Dana BPJS pada PKM |Dana BPJS yang diteima PKM Kecamatan Kepatuhan pengelolaan dana BPJS 1. Wawancara; 15 . 15
BPJS pada PKM Kecamatan di PKM Kecamatan di Kabupaten Administrasi | Kecamatan di Kabupaten Admini: i |Kabup Administrasi Kepulauan Seribu 2.
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby Kepulauan Seribu 3. Analisis Data
Kepulauan Seribu
4 Pengawasan Terhadap Kapal Pemantauan terhadap kapal penumpang  |Kapal penumpang dan kapal wisata di [Keberad kapal pang dan kapal wisata | Dptimalisasi pendapatan daerah 1. Wawaneara; 8 18
Penumpang dan kapal Wisata di dan kapal wisata yang ada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi 2. Observasi; .
Kabupaten Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seriby | Seribu Kepulauan Seribu 3. Analisis Data
Kepulauan Seriby A
5 Pemantauan Sea Water Reserve £ Pemantauan keberadaan dan pemeliharaan |[SWRO &i Pulau padat penduduk Alat SWRO, Perawatan dan pemerilharaan, Prioritas pembangunan daerah 1. Wawancara; 7 15
Osmosis (SWRO) di Kabupaten ] alat pemumian air taut di Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan fasilitas pendukungnya, kapasitas SWRO. 2. Observasi;
Administrasi Kepulauan Seribu Administrasi Kepulauan Seriby, Seribu 3. Analisis Data
6 Pengawasan dalam Rangka P Pengurus Barang melaparkan barang  [SKPD/UKPD Kabupaten Administrasi |Ki p 1aan barang Tertib persediaan Verifikasi data barang 15 15
Penutupan Barang Persediaan e persediaan tepat waktu Kepulauan Serbu
Semester | TA 2017 n
g
ue
7 Pemantauan Penggunaan Pemantauan Dana BOS/BOP pada Sekolah [Dana BOS/BOP pada Sekolah di Penggunaan Dana BOS/BOP pada Sekolah Negen |Kepatuhan pengelolaan dana BOP/BOS 1. Wawancara; 15 15
BOS/BOP pada Sekclah Negeri di bawah Suku Dinas Pendidikan i di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan 2. Observasi,
di wilayah Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |Kabupaten Administrasi Kepulauan | Seriby 3. Analisis Data
Administrasi Kepulauan Seribu Seribu




=

9
Lampu P 9 P keberad lampu Lampu penerangan jalan yang |Lampu penerangan jaian hasil pengadaan Tahun |Prioritas pembangunan daerah 1. Wawancara; 15 15
Jalan di Pulau Padat Penduduk Penerangan jaian yang dipasang oleh Suku dipasang di pulau padat penduduk Anggaran 2016 dan 2017 . . 2. Observasi; ~
Kabupaten Administrasi Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten {Kabup: Admini i Kepui K ' 3. Analisis Data
Kepulauan Seriby Administrasi Kepulauan Seriby Seribu
9 Pengawasan Kunjungan Menilai kunjungan wisatawan yang ada Pulau-pulau yang berada di wilaya Jumiah pengunjung wisata dan pelay wisata |Optimatisasi pendap daerah 1. Wawancara; 8 15
K Wisatawan ke Kepulauan. Seribu pada Kepulauan Seriby pada pulau-pulau  |Kabup Admini: i Kepulaua yang ada pada pulau-pulau yang berada di wilayah - - 2. Observasi;
yang berada di wilayah Kabupaten Seribu, |Kabup Admini i Kepu! Seribu, 3. Analisis Data -
Administrasi Keputauan Seribu, ‘ .
10 |Pemantauan Instalasi Pemantauan keberadaan Instalas) |Instalasi Pembuangan Air Limbah | instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang ada |Prioritas pembangunan daerah 1. Wawancara; 7 15
Pembuangan Air Limbah (IPAL) Pembuangan Air Limbah (IPAL) di (IPAL) di witayah Kabupaten dalam aset Suku Dinas Sumber Daya Air ’ 2. Observasi;
di Kabupaten Administrasi Kabup Admini; i Kepul Serbu |Admini: i Kepul Seribu " {Kabupaten Admini i Kepul: Seribu 3. Analisis Data
Kepulauan Seribu pada Suku Dinas Sumber Daya Air T ) .
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11 Pendampingan Pengawasan . [Meyakini saldo kas dan persediaan akhir  |Kas dan Persediaan Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir | Tertib administrasi keuangan 1. Pengumpulan data secara 15 15
dalam Rangka Penutupan Kas tahun anggaran 2017 tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD 2 N
Akhir Tahun 2017 4 ) 3. Analisis dokumnen;
: 4. Mel; peninjauan ! g
Melakukan wawancara
12 |Pengawasan dalam Rangka yakini saldo kas, p diaan dan aset  |Kas dan Persediaan dan aset Untuk kan saldo kas, diaan dan aset |Tertib administrasi keuangan 1. Pengumpulan data secara 15 15
Penutupan Kas Akhir Tahun, akhir tahun anggaran 2017 akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD 2. sampling;
barang persediaan dan aset - 3.- Analisis dokumen;
Tahun Anggaran 2017 4. Melakukan peninjauan tapangan;
. Melakukan wawancara
13 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan - Menilai Batasan Tanggung Jawab 1. Pengelolaan kepegawaian; 1. Pengelolaan kepegawaian; Tertib laporan pertanggung jawaban 1. Penelitian Dokumen/data; 8 10
(Pamjab) antara pejabat lama dengan pejabat 2. Pengelolaan barang milik daerah; | 2. Tata kelola barang 2. Peninjauan Lapangan;
yang baru; 3. Pengelolaan keuangan daerah, 3. Tata kelola keuangan daerah. 3. Pemintaan Keterangan;
- Memberikan masukan kepada Kepala 4. Pengisian Blanko/Kuestioner
SKPD yang baru berupa .
rekomendasifsaran perbaikan atas
kemungkinan tejadinya
penyimpangan/kelemahan dalam .
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5 Mnuw SKPD yang bersangkutan
14 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Wﬂwﬁ Meningkatkan percepatan proses Tindak Temuan dan rekomendasi/saran hasil | SKPD/ UKPD, KFA, PPTK, Pejabat Pengelola Tertib tindak lanjut hasil p Pemi dok /d 7 10
Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat [ 5o Lanjut Hasil pengawasan (TLHP) BFK pemeriksaan . Kep ian, Pejabat P h K gan, ’ Pendukung: bukti setoran, surat-surat
Pemb, Wilayah Kabup N}m Tahun 2017 dan tahun sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan teguran/peringatan, dan bukti-bukti
Administrasi Kepulauan Seribu o Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekefjaan, pendukung yang lain
dan BPK RI Tahun 2017 dan dan ASN lainnya di Wilayah Kabupaten .
Tahun Sebelumnya - |Administrasi Keputauan Seribu
15 Pengawasan atas Perintal/ y p I; tertentu Kabupaten Administrasi SKPD/ UKFD, KPA, PPTK Pejabat Pengelola Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI 1. Telaahan staf, Pengecekan data; 7 15
Permintaan Pimpinan K

pegawaian, Pejabat P K g;
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
- dan ASN lainnya di Wilayah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Jakarta Tahun 2017

2. Permintaan keterangan;
3. Cek fisik




Penanganan Kasus Pengaduan/

Pengadaan Barang/ Jas:
Sengketa pertanahan;

. Tata kelola keuanga
- Tata kelola Barang
Tata kelola Aparatur:
Kebijakan Administrasi
Pemerintahan,

Limpahan/ Perintah Pimpinan Pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku,

dan produk hukum lainnya yang di
melanggar ketentuan.

RS

Daerah;

SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengel
v .

\, Pejabat Penatausah Ki

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
dan ASN lainnya di Wilayah Kapubaten
Administrasi Kepulauan Seribu

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan

korupsi

: Pengecekan data; A 8
2. Permintaan keterangan;
13- Cek fisik
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